PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR:
32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddig Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

=1
g

v

UNIVERSITAS
KIAI HAJI

M NEGERI
SIDDIQ

NIV TAS M NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

Oleh:
Wildatus Shofiyah
NIM: S20194010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023



PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR:
32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddig Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:
Wildatus Shofiyah
NIM:"S20194010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
) Epi{jui Retmbitbing

Yudha Baqus ¥ unggala Putra, S.H., M.H

W8804192019031002







MOTTO

-
<S5 s I‘ s 0 ) ¢ P A
AJNyF,gJ’,W’J | dis padt 83300 dag (I3 pela
Artinya: Tidak ada dosa yang lebi b si Allah, setelah syirik, kecuali dosa

seorang lelaki yang men permanya dalam rahim wanita yang
tidak halal bagi dirinya. (H Ib u Abi ad-Dunya)

_"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id ~ digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

iv



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan nikmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kelancaran dan
kemudahan dalam menyusun skripsi yang penuh dengan perjuangan ini. Shalawat
serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan
syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran.

Dengan rasa syukur yang mendalam saya mempersembahkan skripsi ini
kepada beberapa pihak yang bersangkutan dan telah membantu serta meluangkan
waktunya hingga sampai saat ini :

1. Yang paling utama kepada orang tua saya tercinta Bapak Eksan dan Ibu

Sumiati yang telah membesarkan, mendidik ", selalu"mendoakan , serta selalu
memberi'motivasi ihtuk terds majli'ddn Semahgétisehingga dya bisa sampai
Wik B Al ACHMAD SIDDIQ

2. Sepupu saya Ifadatlﬂs Sg’naq\%n aE%< saE sa 4{satunya Muhammad Farhan

Jamil yang selalu menemani dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini, dan
dggiibuinyang-selatub mendengar: keluh:kesah,iserta‘curhatanisaya, hinggaskripsiini i
selesai.

3. Sahabat saya yang memang sudah seperti saudara Amaliatul Ifadhoh yang
selalu memabantu saya serta memberikan saran dalam pengerjaan skripsi saya
ini.

4. Kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi serta

dukungannya kepada saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan
karuanianya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi yang
berjudul Penuntutan Pelaku Persetubuhan Oleh Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Lahat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor:
32/Pid.Sus-Anak/2022/PN_Lht) dengan lancar. Shalawat serta salam tetap
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya, peneliti
dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran.

Peneliti menyadari bahwa kesuksesan penelitian ini bisa lancar karena
dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti sampaikan banyak
terimakasih kepada:

1. Bapak Pref| DrtH-ltepni, 5,Ag.| ¥ M./ CREMN seldku Rektor Universitas
ety Kbl Adéd Seiginte]) STDDIQ)
2. Bapak Prof. Dr. I-] I\/Ffd]anw I\ﬁ)r I-Igrisuf?in, S.Ag., S.H., M. Fil. L
selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
digilibuirSigleig Jembperokhasacid  digilibuinkhas.acid  digilibuinkhas.acid  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.
3. lbu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum
Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Vi



6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S,H., M.H selaku Dosen Pembimbing
selaku dosen pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan arahan
kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddig Jember yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan
dengan ikhlas.

8. Kepada guru-guru saya dari TK Nawakartika, SDN Wonojati 01, SMP
Madinatul Ulum, SMK Madinatul Ulum, serta keluarga besar P.P.Madinatul
Ulum Cangkring.

9. Serta teman teman dekat saya, Cindi Indriani Rinata, Fia Septa Mariska,
Nining Ulfatul Hasanah dan teman kelas HPI 1 yang selalu memberikan
dukungan kegafdl% s}a;/a dalam segala hal.

[ LI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

10.Jui<a ke[ada teman teman Forum Keluarga Mahasiswa Madinatul Ulum

KF fé} enﬂémlané%FgS,l:!rMn% !e)man$l\llma)]9n L)Qah.
Semoga penuli;JLn kgya Mah iL)i’bisEmerLgerikan manfaat bagi banyak

pihak serta menambah wawasan ilmu.

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

Jember, 20 Juli 2023

Wildatus Shofiyah
NIM: S20194010

vii



ABSTRAK

Wildatus Shofiyah, 2023: Penuntutan Terhadap Persetubuhan Anak Dibawah
Umur Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Lht).

Kata Kunci: Penuntutan, Persetubuhan, Anak Dibawah Umur.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan
wewenang melakukan penuntutan. Dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana jaksa dalam
melakukan tugasnya harus sesual dengan hukum dan hati nuraninya artinya
seorang Jaksa harus adil dalam memberikan tuntutan. Namun ada beberapa
oknum Jaksa yang memang tidak mengindahkan pasal tersebut, seperti kasus
persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Lahat dimana pelaku
didakwa dengan Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA dengan tuntutan 7 bulan penjara dan
Hakim memvonis 10 bulandan 3 bulan pelatihan kerja. Tuntutan tersebut tidak
adil sebab Pasal 81 Ayatl ' UU SPPA ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara
dan maksimal 15 tahun penjara serta dendaRp. 5.000.000.000.00; (Lima miliar
Rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian pada skripsi ini
adalah: 1) Apakah Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan melakukan penuntutan
dibawah ancaman hukuman minimal dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 357l ahun; 2014 (Tentang (Perupahan, Atas \Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang ‘Perlindungan’ Anak.~2)" Apakah “penerapan ‘sanksi pidana
terhadap pelakurpersetubuhan sudah sesuai.

Kesimpulan/pada ‘penelitian inif adalah:1) Bahwa tuntutan_jaksa_penuntut
umum terhadap perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tersebut tidak
sesuai sebab jika dilihat didalam Rasal 81-Ayat2 UU,SPPA bahwa hukuman bagi
anak ialah % maksimal hukuman orang dewasa. Jika pelaku (anak yang
berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA dengan
ancaman pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun serta denda 5 milyar
rupiah maka seharusnya JPU menuntutnya minimal 5 Tahun dan maksimal 7,5
Tahun. Atau setidak-tidaknya jika JPU berpedoman pada Pasal 8 Ayat 4 UU
Kejaksaan RI maka paling tidak jika JPU mau memberikan tuntutan dibawah
tuntutan minimal 2,5 Tahun. Maka dari itu tuntutan 7 bulan penjara ini kuranglah
tepat meskipun tidak ada aturan yang mengatur mengenai minimal penuntutan
yang bisa dikenanakan kepada anak. 2) Bahwa sanksi pidana tersebut tidak sesuai
sebab jika pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan
Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA maka seharusnya majelis hakim memberikan vonis
dengan batasan minimal 5 Tahun dan maksimal 7,5 Tahun sebagaimana diatur
dalam Pasal 81 Ayat 2 UU SPPA bahwa hukuman bagi anak ialah ¥2 maksimal
hukuman orang dewasa. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga vonis dari
hakim tersebut setidaknya dapat mengurangi kepedihan dari pihak korban dan
juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum merupakan peraturan
atau adat yang bersifat resmi dan mengikat, yang di sahkan oleh pemerintah
untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat'. Menurut Pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya ialah bahwa segala
aspek didalam kehidupan. kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan
harus berdasarkan hukum. Negara didalam menjalankan tugasnya, memelihara
keamanan-dan  ketertiban umum, menyelenggarakan kemakmuran dan
Kesejattecadn,/ [HaRus; | eyl ko spoageE- iUt membentuk
KEAT AT ACEIVAD ‘STP P >

- ] EM B E R
Saat ini perkembangan hukum di Indonesia cukup terasa, seiring

siiinuPertumbuban,. penduduk;, . dan .. .perkembangan, sosial ... kemasyarakatan. ;

Masyarakat pada umumnya tidak bisa terlepas dari keadaan sosial yang terjadi
didalam kehidupan, sebab masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling
berhubungan antara satu dengan yang lain, juga saling berinteraksi. Akan
tetapi interaksi sosial masyarakat tersebut ada yang dapat menjerumuskan
mereka ke hal-hal yang negatif dan ada pula yang membawa mereka ke hal

yang positif. Interaksi sosial yang negatif contonya ialah kejahatan yang sering

! “Hukum” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 10 Februari, 2023,
08.30 WIB https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum

terjadi didalam masyarakat yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang
lain seperti pesta miras, narkoba, seks bebas dan yang lainnya. Sebaliknya
interaksi sosial yang positif juga akan melahirkan tingkah laku dan perbuatan
yang positif pula. Kondisi sosial masyarakat pada masa kini terjadi banyak
perubahan didalam perilaku sosialnya. Disebabkan karena modernisasi yang
berkembangan di Indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga
menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi karakter sosial dan budaya
dari lingkungan sosial. Terutama mempengaruhi karakter dan perilaku kaum
muda bangsa Indonesia.

Pengaruh teknologi yang saat ini“ada, bisa berdampak positif dan
negatif terutama khususnya bagi kaum remaja. Banyak kaum remaja yang saat
ini sudah menggunakan media seperti smartphone, internet dan media lainnya
didalam_hal berkomunikasi atau pun kegiatan lainya. Selain sebagai alat
Komunikasi juga banyak remaja menggunakan alat teknologi tersebtt.ke hal
yang negatif misalnya mengakses skus- situs yang berbau porno, seks, judi
online, dan lain sebagainnya. Hal tersebut sangat berdampak buruk kepada diri
mereka sendiri juga berdampak buruk bagi orang lain. terutama bagi mereka
yang sering mengakses atau melihat situs- situs porno atau seks, mereka yang
memiliki rasa ingin tau yang besar maka mereka akan mencari tau secara
dalam mengenai hal tersebur, bahkan mereka bisa sampai melakukan
persetubuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang ujung ujungnya bisa

sampai ke ranah Kenakalan Remaja atau kriminalitas.



Di indonesia sendiri saat ini angka kejahatan atau kriminalitas terus
bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pusat Informasi
Kriminalitas Nasional menunjukkan dalam kurun 3 tahun terakhir terjadi
peningkatan kejahatan, dimana pada tahun 2020 tercatat 188.648 kasus, tahun
2021 terdapat 275.164 dan meningkat ditahun 2022 menjadi 319.447 kasus.?
Dari data tersebut tindak kriminal didominasi oleh Pencurian dengan
pemberatan (112.170 kasus), Penipuan/Perbuatan Curang (100.078 kasus),
Pencurian biasa (87.808 kasus), Narkotika (Narkoba) (70.244 kasus),
Penganiayaan (55.861 kasus).” Selain golongan kriminalitas yang telah
disebutkan, saat Ini juga“ marak terjadi “kejahatan kekerasan seksual. Di
Indonesia angka kekerasan seksual masih sangat tinggi dimana mayoritas
korbann)& a ialah ljgerempuan dan anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan

RSITAS ISLAM NEGERI

dan Perllndun an Anak PA) mencatat sejak tahun 2021-2023 terdapat
lg!&%éiasus kekera n seés\ua terhacHra\p/!mak an 1§3I te[z pp pe(;)npuan 4
Sedangkan data daJi PLIEat IMmasli—krirlw—inalilés Nasional mencatat 10.727
kasus kekerasan seksual dimana 56,5% korbannya adalah anak dan 43,5%

" orbamnya orang dewssa® Hal fersebut membukikan bahwa angka

kriminalitas di Indonsia saat ini memang cukup tinggi dan setiap tahunnya

bisa meningkat.

? pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKANAS), Diakses pada tanggal 28 Maret
2023, 07.25 WIB https://pusiknas.polri.go.id/data kejahatan

® Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 28 Maret
2023, 07.25 WIB https://pusiknas.polri.go.id/data kejahatan

* Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 28
Maret 2023, 08.00 WIB https://www.kemenpppa.go.id/

% Pusat Informasi Kriminalitas Kriminalitas Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal
28 Maret 2023, 10.20 WIB http://pusiknas.polri.go.id/data kejahatan
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Seiring semakin meningkatnya tindak kejahatan maka peranan
penegak hukum sangatlah dibutuhkan selain untuk menegakkan suatu aturan
hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Salah satunya
adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(selanjutnya peneliti sebut dengan Undang-Undang Kejaksaan RI)
menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara
dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Wndang-Undang.

Berikut merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI ,salah satunya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

di bidan pidaneK;\itu :
KIALHAILACHMAD SIDDIQ
2) Melaksanakan Jl)enel%;pari\ﬂakirl}%daﬁputﬁan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
" 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanazn putusan pidana bersyaral,
putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat

4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

Undang-Undang

® Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia Pasal 30 Ayat (1)



5) Melengkapi berkas perkara tertentu untuk bisa melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya
di koordinasikan kepada penyidik.

Jadi jaksa memiliki wewenang untuk memberikan penuntutan kepada
pelaku kejahatan. Dalam memberikan penuntutan jaksa harus sesuai dengan
hukum acara pidana yang ada, dan tuntutan yang diberikan harus adil antara
pelaku kejahatan dan korban. Dalam memberikan tuntutan jaksa harus
berdasarkan pertimbangan secara obyektif dan subjektif, maksudnya
pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dilihat secara
objektif titik beratnya pada cara pelaku pidana melakukan pidana. Sedangkan
dasar pertimbangan subyektif adalah selain melihat dari kesalahan terdakwa

juga harus melihat dari segi akibat yang ditimbulkan pelaku kejahatan,

terutdm ket YA 67l KepddR Ko ha\ It Barus menjach
KEAT A A CHMAD SIDDIQ

Dalam me’j<sarida:kanhttﬁas fg}n \Aﬁvenr?gnya jaksa harus bertindak

berdasarkan hukum' dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan,

s Kesopanan, kesusilaan serta waji menggali dan menjunjung tinggi, nila

kemanusiaan yang hidup dalam rﬁasyarakat sérta menjaga martabat

profesinya.® Hal ini menegaskan bahwa seorang jaksa didalam penegakan

keadilan juga harus menggunakan hati nuraninya.

" Dian Rizka Aulia et al., “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan
Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kejaksaan
Negeri Madiun)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1.
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/333/327

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Pasal 8 Ayat (4)



http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/333/327

Namun pada prakteknya terdapat oknum Jaksa yang tidak
mengindahkan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan RI sebagaimana
kasus yang terjadi di Kabupaten Lahat yaitu kasus persetubuhan yang
korbannya adalah anak dibawah umur. Kasus persetubuhan terjadi pada
tanggal 29 oktober 2022 dengan korban (AA,17) yang dilakukan oleh 3 orang
pelaku yaitu OH (17), MAP(17) dan GA(18). Tindakan tersebut dilakukan
disebuah kos milik HPL (teman ketiga terdakwa), dimana OH menarik dan
memaksa AA untuk melakukan hubungan intim. Setelah itu, OH keluar dari
kamar kemudian disaat AA juga akan keluar kamar datanglah MAP dan
memaksa AA untuk melakukan hubungan intim. Disaat AA masih didalam
kamar, datanglah GA dan melakukan hal serupa. Dalam. perkembangan,
kejadian ini dilaporkan kepada Kepolisian dan masuk dalam persidangan.
Dalam persidangan JPU Kejaksaan Negeri Lahat mendakwa OH dan MAP
(Sidang “terpisah) ‘melanggar Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2004 Tentang ‘Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya
peneliti sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), dengan tuntutan 7
bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.500.000.00; (Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah). Dari tuntutan tersebut kemudian hakim memberikan vonis yaitu
10 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.’

® Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht
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Oleh karena tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat dan
vonis majelis hakim PN Lahat tersebut menimbulkan kegaduhan dalam dunia
hukum Indonesia. Hal ini disebabkan jika melihat isi dari Pasal 81 ayat 1
Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap orang yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan
denda paling banyak Rp, 5.000.000.000.00; (Lima Miliar Rupiah). Pasal 76D
Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sangat bertentangan dengan
tuntutan dan vonis yang dijatuhkan karena dalam pasal tersebut ada batas
m|n|mal untuk menuntut seorang terdakwa. Batas minimal tuntutan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Perllnd Aan Anak yarE)dllanglgar tersebut

AbulkHanylk reak5|(dan mencideral rasa §e |an serta rQnuranl

ﬁ

khususnya bagi kor,J)an han kMrgall%. y I'\

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan
bélrdasarléén‘ Pas‘,‘glué a;/a{t‘él‘ ‘U\ndangl‘Jn‘dang\iK‘eJaksaén R‘Imyang berbuny|
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak
berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan,
kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga

kehormatan dan martabat profesinya.



Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian
yang akan ditulis dalam skripsi berjudul PENUNTUTAN TERHADAP
PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI LAHAT (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas ada
beberapa masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan melakukan penuntutan
dibawah ancaman hukuman minimal dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentarrlg Perllndun%m Anak?

RSITAS ISLAM NEGERI

Apakah pener fan sanksi pidana terhada [p)pelakij lp)rsetubuhan sudah

Klé HAJI ACHMA
C. Tujuan Penelitianﬂ F M H‘ F H

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1 Mengetahw dan menganaI|S|s Apakéh jaksa penuntut umum dlperbolehkan
melakukan penuntutan dibawah ancaman hukuman minimal dalam pasal 81
ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pidana terhadap pelaku

persetubuhan sudah sesuai



D. Manfaat Penelitian
Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan
manfaat serta dapat memberikan konstribusi dan sumbangsih pemikiran
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah
wawasan keilmuan terutama dibidang hukum pidana serta memberikan
konstribusi dalam pengembangan keilmuan.
2. Secara Praktis
a. Bagi peneliti
1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana

Hukum gS.H o .
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hasil dari i)enelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan

KIAT GAJTACHMAD SIBBTQ
b. Bagi KalanJanEadeMi B E H

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberika konstribusi
| pémikiran sebagéi bahan pelen‘gkap dan tambahan referensi didalam
kepustakaan Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddig Jember.
E. Definisi Istilah
1. Penuntutan

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
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menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.*
2. Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaku ialah Orang yang
melakuak suatu perbuatan.** Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Pelaku ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja
menganijurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.?

3. Persetubuhan

Persetubuhan 1alah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan
perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan, anak, anggota
kemaluan laki-laki harus masuk kedalam arN]uta kemaluan perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

sampal mengeluarkan air mani.*

KIAL HAJT ACHMAD SIDDIQ

mur
Anak adllahE;seJr\Ag yaln%g beﬁm bL;Jsia 18 tahun (delapan belas

tahun) termasuk anak yang masih didalam kandungan.'*Dalam Pasal 330

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.1 1as.ac.id  digilib.uinkh:

KUHPerdata anak merupakan orang yang belum dewasa dan seseorang

yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum

10 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Pasal 1 ayat (7)

! “pelaku”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 17 April 2023
http://kbbi.kemdikbud.go.id/

12" Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Pasal 55 Ayat (1)

13 Penjelasan Pasal 284 KUHP dalam R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
(Bogor:politeia, 1986). 209.

* Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Pasal 1 Ayat (1)



http://kbbi.kemdikbud.go.id/
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atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-
undangan perdata.
5. Jaksa Penuntut Umum
Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.*
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-
hal yang akan ditulis, mengenai alur-alur ‘pembahasan yang telah dijabarkan.
Secara garis besar berisi awalan, isi dan akhir. Penelitian ini disusun dalam 5
(Lima) bab, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Bab | : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentangllatar belakai, fokus

KIAJI heﬁa“u;& ght!l_tlilaMwé%a!?penétlananDdlﬁn iistilah
dan sistelnatEa pehwgahaia)?i. E H

Bab 11 : Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian

digilib.uinkhas.a digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.ic

terdahulu serta persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
denagn penelitian peneliti serta menjelaskan mengenai kajian teori,
teori pidana dan pemidanaan,teori pertanggung jawaban pidana,

ruang lingkup anak, kejaksaan.

> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
pasal 1 ayat (3)
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Bab 11l : Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai jenis penelitian,

pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan
>

data, analisis bahan hukum.

Bab IV : Pembahasan, Pada bat(jni-ntgmbahas mengenai hasil penelitian,

dimana pada bab ini memaparkan serta mengenai hasil data yang

diperoleh.
Bab V : Kesimpulan dan saran, bab ini membahas mengenai kesimpulan
dari hasil p ang t ukan oleh peneliti serta berisi

i peneliti. Hal ini aMnahaman yang lebih
— v,—‘

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, peneliti telah

melakukan telaah pustaka dengan melakukan kajian terhadap penelitian
terdahulu, yang memilki_keterkaitan dengan,tema peneliti. berikut peneliti
paparkan mengenai penelitian tedahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan
perbandingan :

1. Muh Adli Syahrkasih, Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagali Pelaku Penyedia

Narkotika ( Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg.Perkara: Pdm-

o2ERz 2/sidraplosizopn)® |SLAM NEGERI

KA ferettiah ini gerajoatrirtud éodedatis fefilbahgeh genuntut

digilib.ui

umum dalam ?ertifnban%?‘ uris%r pFSaI fc‘?‘hingga anak dikategorikan

sebagai penyedia narkotika dan pelaku penyedia narkotika. Isu hukum

e yang terdapat dalam penelitian tersebut Vaitu:(1) Bagaimana pertimbangan

penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal terhadap anak sebagai
pelaku penyedia narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak
No.Reg.Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)? (2) Bagaimana dasar
pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana pada anak

yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi

* Muh Adli Syahrkasih, “Analisis Yuridis Tetang Tuntutan Pidana Pada Anak yang

Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan
Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)” (Skripsi: Universitas Hasnuddin Makasar,

202).
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kasus surat tuntutan anak No.Reg.Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021).

Penelitian ini adalah penelitian empirik dan menggunakan metode

deskriptif kualitatif, metode dimana data dikumpulkan, disusun,

diimterprestasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang
lengkap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan penuntut umum didalam membuat surat tuntutan harus
memperhatikan masadepan terbaik bagi anak, dalam pelaksanaannya
merujuk-alasan yuridis dan non yuridis.

b. Tuntutan maupun putusan terdapat” kesusaian terhadap unsur-unsur
yang terbukti yakni unsur menyediakan, sehingga dengan terbuktinya
tuntutan nuntut umum_pada unsur menﬁdlakan Pasal 112 Ayat (1)

ERSITAS ISLAM NEGERI

Unda:FjUndan R I. Nomor 35 tahun 2009 tentanﬁarkotlka maka hal

l4<l[£\erse ut ‘me guatlAg H M ﬁuD an §erse ut p thuntutan
tersebut teIalJtepk M l) ‘ I\

2. Faisal Afda’u, Perllndungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Pemerkosaan Dalam Proses Peradllan Pidana (Studl Kasus Pengadllan
Negeri Semarang)®’

Penelitian ini dilatarbelakangi perlindungan hukum terhadap anak
korban pemerkosaan, sebab selama ini Tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak belum berorientasi kepada korban namun lebih berfokus

kepada penerapan sanksi pelaku. Isu hukum yang terdapat dalam

7 Faisal Afda’u, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan
dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”, (Tesis : Universitas
Islam Sultan Agung Semarang,2022).
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penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukumterhadap
anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di
Pengadilan Negeri Semarang? (2) Apa hambatan-hambatan dalam
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam
proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang? (3) Apa Solusi dari
hambatang dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri
Semarang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis sosiologis.
Kesimpulan dari penelitian ini.adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.
Haklm saat Qersmangan aﬁr anak tidak takut maka hakim tidak

NIVERSITAS ISLAM NEGERI

memakal atribut dan hanya mengﬁ\nakan baju biasa, perkara anak

K I A Jilpercepérjarlpada p(:<ara yang lain. D S l D D l

digilib.uinkhas.ac.ic

b. Hambatan-kgam atan Mm édlinﬁnga'i%ukum terhadap anak yaitu
kesadaran hukum korban, fasilitas yang kurang memadai, sumberdaya
manu3|asubtan1$| ;lulgumst]rukturhu‘kum‘ku‘ltl‘Jrhukum‘ o
c. Solusi dari hambatann dalam perlindungan hukum anak korban
pemerkosaan yaitu tindakan pencegahan dari orang tua, dari
masyarakat, dari pemerintah serta memberikan perlindungan hukum

kepada korban, penegakan hukum terhadap pelaku, perlindunga dari

keluarga, dan masyarakat.
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3. Elvira Aulia Winata, Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam (  Analisis Putusan Nomor: 04/PID.SUS-
ANAK/2021/PN.JAKBAR)*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemidanaan bagi anak
pelaku tindak pidana pemerkosaan, penerapan hukum dana pertimbangan
majelis hakim. Tindankan pemerkosaan sekarang juga sudah meraja lela
terutama terhadap anak, oleh Kkarena itu anak perlu mendapat
perlindungan, perlindugan ini sebagai bentuk implementasi nyata Hak
Asa5| Manusia. Sepertl < ng terdapat didalam UU No 35 Tahun 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tentang perlindu Igan anak. Selain itu anak sebagai ﬁaku tindak pidana

Juga dlpﬂe_ri énlpembﬂ\ gal_luukum bertpa pe m inaan dan peémberian

sanksiyangadilﬂ F M H F I'\

Isu Hukum yang terdapat dalam penelitian tersebut ya|tu (1)

o MWBéga‘llma‘ha{“E)\éh;/elta‘s;l‘ar‘l ‘ p;fas‘te]s p;erﬁldafll\aér; baglx\ana‘lkw peléku tlndak
pidana pemerkosaan? (2) Bagaiman penerapan hukum dan pertimbangan

hakim dalam putusan  No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jakbar  dalam

perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam?. Metode yang

8 Elvira Aulia Winata, “Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap
Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan
Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jakbar)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2022).
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-
Normatif.
Kesimpulan dari penlitian ini sebagai berikut:

a. Pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan
menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur dalam
Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, yakni: Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan, dan
Putusan. Berbeda dari persidangan orang dewasa.

b. Hakim-dalam menjatuhkan hukumannya menggunakan pasal 81 ayat
(2) Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016
Penetapan Peraturan Pemerintah Peruantl Undan Undang Nomor 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGE

tahun 2016 tenta&perubahan kedua atas Undan Undang Republik

KIAI done omor M&lamg peSm ungan ana enjadi
Undang-Ur‘lljang;.‘j PeMbarléin lﬁjeli ‘hakim adalah berdasarkan

keterangan saksi, ketrangan ahli, alat bukti surat/tertulis, barang bukti

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

dan keterangan terdakwa.
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Tabel 2.1
Perbandingan Penulisan Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti
Perbedaan
No Judul Penelitian Persamaan Penelitian Penelitian Peneliti
Terdahulu
1. | Analisis Yuridis | - Sama sama | - Penelitian  ini Penelitian  peneliti
Tentang  Tuntutan membahas menggunakan menggunakan jenis
Pidana Pada Anak mengenai tuntutan | jenis penelitian penelitian normative
yang Berhadapan pidana anak yang | deskriptif Dalam penelitian
Dengan Hukum berhadapan dengan | kualitatif peneliti  mengenai
Sebagai Pelaku hukum Kasus dalam kasus persetubuhan
Penyedia Narkotika ( penelitian  ini Studi kasusnya
Studi Kasus Surat adalah menggunakan
Tuntutan Anak mengenai putusan pengadilam
No.Reg.Perkara: Narkotika
Pdm- Studi  kasusnya
02/Enz.2/Sidrap/05/2 menggunakan
021) surat tuntutan
2. | Perlindungan Hukum sama sama |.- Penelitian penelitian  peneliti
Terhadap Anak membahas skripsi ini menggunakan jenis
Sebagai Korban mengenai menggunakan penelitian  yuridis
Pemerkosaan Dalam kekerasan seksual | jenis penelitian normatif
Proses Peradilan pada anak yuridis penelitian  peneliti
Pidana (Studi |Kasus sesiologis lebih menitik
Pengadilan , Negeri dalam peneljtian beratkan  terhadap
Semarang) i} lebih ‘menitik ketidak sesuaian
beratkan tuntutan jaksa dalam
mengenai memberi  tuntutan
perlindungan terhadap anak
hukum terhadap pelaku tindak pidana
anak korban persetubuhan  yang
pemerkosaan korbanya'juga‘anak.
3. | Sanksi Pidana membahas - menggunakan menggunakan
Pelaku Tindak mengenai pendekatan pendekatan
Pidana Pemerkosaan kekerasan seksual perbandingan perundang-
Terhadap Anak yang terjadi pada | - sanksi pidana undangan dan
Dibawah Umur anak pelaku pendekatan
Menurut Hukum sama sama pemerkosaan konseptual
Pidana Positif dan menggunakan anak dibawah penelitian  peneliti
Hukum Pidana Islam metode yuridis umur membahas
( Analisis Putusan normatif mengenai  ketidak
Nomor: sesuaian  tuntutan
04/P1D.SUS- pidana yang
ANAK/2021/PN.JA diberikan jaksa
KBAR) kepada pelaku

tindak pidana
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B. KAJIAN TEORI
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda Strafbaar feit
dalam bahasa inggris dari kata Criminal Act, selain itu juga ada yang
menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana,
Perbuatan Kriminal atau Delik (Delict). Dari semua istilah tersebut peneliti
lebih memilih menggunakan istilah tindak pidana sebab istilah tersebut
sudah banyak digunakan didalam Undang-Undang dan KUHP Buku I
juga menggunakan istilah Tindak Pidana. Mengenar definisi tindak pidana
sendiri para pakar ahli hukum memiliki‘pendapat yang berbeda, yaitu:*°
a. Moeljatno menyatakan Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

dan akan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar

'UNIVERSITAS lildm NEGERI

. Vos_menyatakan Tindak ana adalah suatu kelakuan manusia yang

KIA thndé d‘zﬁ\Cdan Mrlpld&l@ SIDDIQ

c. Van Hamelﬂ meE;/ataM strLfbaaEfeitlé‘dalah kekuatan orang yang

dirumuskan didalam Undag-Undang, bersifat melawan hukum patut
7 Gipidanadandilakulan dengan kesalahan

d. Shatochid Kartanegara menyatakan Tindak pidana merupakan
perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan
hukuman

e. Simons menyatakan tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang

bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh Undang-

' Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Jakarta:PT Sangir Multi Usaha, 2022), 38.
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Undang, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab dan
dapat di persalahkan pada sipembuat.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, peneliti lebih sepakat dengan
pendapat yang dipaparkan oleh simons. Menurut peneliti pendapat simons
ini lebih lengkap dan jelas dalam _menjabarkan mengenai ruang lingkup
tindak pidana.

Sedangkan menurut hukum islam mendefinisikan tindak pidana
sebagai tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang
mana syariat telah mengaturnya pengharaman dan sanksi baginya. Yang
berupa sesuatu yang dicegah oleh Allah, dengan hukum Had atu ta’zir
larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat, bahwa tindak pidana
seharuni/a yani melakukan pelaranigan adaah syarlat Maka dari itu apabila

WOITAS ISLAM NEGERI

tidak ada Henetapan sanksi dari tindakan _melakukan atau menmggalkan

Klé}tu perbuatarJ malAperbHan tersAD tlda§ dlL;tegorlLeragai

digilib.uinkhas

) F
tindakpidana.zo_] EMBER

Salah satu tindak pidana yang sering kita dengar atau kita lihat
‘adtalér; tlndak ‘p‘)lda‘n:‘;\ ‘pe‘rhér\kosaé‘n ‘étalj‘\ bérsetubﬁhaﬁ M‘S‘(‘ecakl‘ra‘l ‘t(‘e‘orwlkt‘lls\
dengan persetubuhan memiliki definisi yang berbeda walaupun dalam
tatanan praktisnya banyak orang menganggap sama. Pengertian
pemerkosaan jika dilihat didalam rumusan pasal 285 KUHP merupakan

sebuah tindakan persetubuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan

persetubuhan sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam KUHP

2 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, (Tangerang: PT Nusantara Persada

Utama,2018).26.
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menyebutkan persetubuahan adalah peraduan antara anggota kemaluan
laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak,
anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan
hingga mengeluarkan air mani.* Jadi persetubuhan merupakan hubungan
badan layaknya seperti hubungan suami istri dimana unsur penentu apakah
suatu perbuatan dapat disebut persetubuhan ialah sepanjang adanya alat
kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat reproduksi perempuan atau
anak perempuan dibawah umur. Persetubuhan termasuk kedalam tindak
pidana Kkesusilaan, persetubuhan menjadi arena adanya bujuk rayu
sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim.?
Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak
pidana persetubuhan atau pemerkosaan peneliti rangkum sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
A. Pasal 284 Ayat 1" KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan apabila:
Ke-1 a) seorang pria ‘yang telah menikah yang
melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27
BW berlaku baginya.
b)iseorang wanita'telahnikahtyang-melakukan zina:
ke-2 a) seorang pria yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut
bersalah telah nikah.
b) seorang wanita tidak nikah yang turut serta
melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya,

bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27
BW berlaku baginya.

2! R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politea, 1986). 209.

22 Moh. Jufri, Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak
Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit), (Skripsi, Institut Agama
Islam Negeri Jember, 2020),35.



22

B. Pasal 285 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.
C. Pasal 286 KUHP
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar
pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.
D. Pasal 287 Ayat 1 KUHP
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar
pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga,
bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya
tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.
E. Pasal 288 KUHP
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam
pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga
bahwa sebelum “mampu dikawin, diancam, apabila
perbuatan menyebabkan luka-luka, dengan, pidana penjara
paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan
pidana penjara paling lama delapan-tahun:
(3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling
lama dua,belastahun.

2. Undang-Undang Khusus

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Selanjutnya peneliti sebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

I.  Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak
Setiap orang dilarang melakuakn kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

ii.  Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakuakn tipu
muslihat, melakukan serangkai kebohongan atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.

ii.  Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak
Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(Lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
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paling banyak Rp. 5.000.000.000.00;(lima miliar
rupiah).

iv. Pasal 82 Ayat 1
setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
yang dimaksud didalam pasal 76E dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling
lama 15(lima belas)tahun dan denda paling sedikit Rp.
60.000.000.00;(enam puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 300.000.000.00; (Tiga ratus juta rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya peneliti sebut Undang-
Undang Kekerasan Rumah Tangga)

i. Pasal 5 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,
denagan cara:

a. Kekerasan fisik

b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual

d. Penelantaran rumah tangga

ii.”Pasal 8 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

huruf .c meliputi;

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang (yang- menetap, dalan™Jingkup fumah } tangga
tersebut:

b. Pemaksaan huwhungan seksual terhadap salah seorang
dalam !lingkup-rumah tangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersial dan atau/tujuan tertentu.

ili. dsPasal46 WUndang-Undang Kekerasan:Rumah Tangga
Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00;(Tiga puluh
enam juta rupiah)

iv.  Pasal 48 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga
dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46
dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami
gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama 4(empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun
tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
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5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh ) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000.00;
(dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.
500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Selanjutnya peneliti sebut Undang-Undang
Kekerasan Seksual).

i. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Kekerasan Seksual
Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:

Pelecehan seksual non fisik

Pelecehan seksual fisik

Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan sterilisasi

Pemaksaan perkawinan

Penyiksaan seksual

Eksploitasi seksual

Perbudakan seksual

1. Kekerasan seksual berbasis elektronik
ii.  Pasal 6 huruf C Undang-Undang Kekerasan Seksual
Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang
yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan atau pembawa yang timbul dari tipu
. muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat
UNIVER Sy, i\ Cath e

seoran memaksa __ atau dengan penyesatan

KIAI HAJ [m }%}(‘k M& persgybul‘)n ataut@bug't[:ﬂ

ar I_au 1e,ngan orang lain, dipidana
] d ngan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

dan atau/pldana denda paling banyak
Rp.300.000.000.00; (Tlga ratus juta rupiah).

@ ~o o0 o
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Dldalam hukum islam persetubuhan sendiri tidaklah disebutkan
secara spesifik namun islam mengkategorikan sebagai zina, islam
mengharamkan tindakan tersebut. Sedangkan didalam ketentuan hukum
pidana islam tindak pidana persetubuhan merupakan jarimah zina yang

disertai dengan paksaan dan ancaman.”® Sebagaimana firman Allah SWT?

%% Fidia Ratna Maharani, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut
Huku Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan : No 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jhg),
Skripsi: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2020

% Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Jakarta: Lajnah Pentasihah
Mushaf Al-Qur’an,2019).
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Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina itu adalah perbuatan yang
keji dan juga jalan yang buruk (QS.Al-Isra Ayat 32).

Hukuman bagi pelaku zina juga telah diatur didalam al- quran dam

hadist , seperti diadalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 2 berikut:

isbu,r;,\,w) obwuw,\,wsb,u} ST any
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Artinya : Perempuan. yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan dan
jaganlah kamu belas™ kasihan kepada Kkeduanya didalam

menjalankan (ketentuan) agama Allah dan hari akhir. Dan
hendaklah (dalam melaksanakan) melaksanakan hukuman mereka

UNTVERSITRS TSTAM RESER!"

KIAI HA plr NCHRA D S 510
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(persetubuhan/pemerkosaan) maka hukuman begi pelaku ialah “di had

: D
(disanksi). Penﬂrapg hard\/]erselr%t dﬁhatl(}ari status sipelaku sebagai

berikut:%®
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1) Had ghoiru Muhson, merupakan sanksi yang diberikan kepada
seseorang yang melakukan zina, dan orang tersebut belum menikah.
Maka sanksi yang dapat diberikan ialah dengan dicambuk 80 Kkali

cambukan

25 Ahmad Hidhir Adib, Hukuman Pelaku Pelecehan Seksul Dalam Islam.

https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-

islam/ diakses pada 2 juli 2023 pukul 22:02


https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/
https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/
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2) Had Zina Muhson, merupakan sanksi bagi orang yang sudah menikah
namun mereka melakukan zina. Samksi yang dapat diberikan kepada
mereka ialah dengan dirajam sampai mati.

Hukuman bagi pelaku pemaksaan (Persetubuhan/pemerkosaan
hukum pidana islam membaginya menjadi dua kelompok yakni:*®

1) Seseorang yang mengancam dengan tanpa senjata.

Orang yang melakukan persetubuhan dengan cara seperti ini maka
pelaku dihukum seperti hukuman yang berzina. Jika ia sudah menikah
maka “hukumannya  berupa rajam, dan apabila pelakunya belum
menikah maka dicambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.

2) Sesorang yang mengancam dengan menggunakan senjata

A ablla l_pelaku ilersetubuhan mengancam den Iggln senjata maka

RSITAS ISLAM NEG

dlhukum seba almanaé‘erampokan y telah dlsebtkan di dalam Al-
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Artinya:  Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang Yyang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka
bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk
mereka didunia, dan diakhirat mereka memperoleh siksa yang
besar. (Q.S Al-Maidah (5) : 33).

28 Fitri Wahyuni, 60-62.
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2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan sebuah pemberian nestapa atau
penghukuman yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang
sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana
adalah perbuatan yang dilarang.?’” Mengatur penjatuhan pidana pasal 10
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri dari pidana pokok
berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda,
pidana tutupan dan Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang bukti, pengumuman putusan hakim.

Pada hakikatnya pidana memiliki dua tujuan utama, yaitu
mempengaruhi tingkah laku,dan menyelesaikan konflik.?2, Menurut Adam
Chawa2| mencantumkan pidana pada setlap Iaranﬁan dalam hukum

UNIVERSITAS ISLAM N

pidana, dlsampmgl bertUJuan untuk kepastlan hukum serta dalam rangka

K l A loata3| lf\ulasaan negara, jungA ujuan unSm mencegaL {F:lventif)

bagi orang yan,[g n‘ngiliMiat luhtulj—melglﬁggar hukum pidana.”® Dari

pembahasan mengenai tujuan pidana yang telah dijelaskan secara garls

o M\beAsar‘ ldlalvfas maka rT;lJ‘n‘Cl‘Jl‘k;h feorlr‘ne‘nger‘lélhtﬁjuan|c\>|dar‘1a“ya|tu 0
a. Teori Pembalasan(Vergeldings theorieen)

Menurut teori pembalasan pidana tidak bertujuan untuk

memperbaiki penjahat. Karena dalam teori absolut atau pembalasan,

memberi pengertian bahwa pidana bukan hanya sesuatu yang perlu

" Eddy O.S. Hiariej, “Hukum Pidana”, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014),
11.
%8 |shag, “Hukum Pidana”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 4
29
Ishaq, .4
% |shag, 4.
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dijatuhkan tetapi merupakan keharusan.** Jadi pada hakikatnya dalam
teori ini pidana ialah sebuah pembalasan. Menurut Vos, teori
pembalasan ini ada 2 (dua):*
a. Pembalasan Subjektif, pembalasan terhadap kesalahan pelaku
b. Pembalasan Objektif, "Pembalasan terhadap apa yang telah

diciptakan pelaku didunia luar
b. Teori Tujuan (Doel theorien)

Teori tujuan ini dikenal dengan teori relatif (utilitarian),

berbeda dengan teori pembalasan yang mana teori pembalasan
berdasarkan pada perbuatan. pidana dalam hal penjatuhan

hukumannya.*® Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori relatif mencari dasar

L f)emldanaan adalah penegiakan ketertiban _masyarakat dan tujuan

NIVERSITAS

pidana untuk mencegah Iteljahatan

SLAM NEGERI

Jadi teori ini bertujuan untuk

KlArleli“_d[ungl orang darl kejM cl)n supayaD m@ye!ra(é; tidak

digilib.uinkhas.ac.id

melakukan ﬂ(ejaE;tanMenJrét PEf.DIl.ADidik Endro Purwoleksono,

S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa
Berdasarkan teorl ini, tu1uan pldana adalah untuk %

a. Menyelenggarakan ketertiban masyarakat

b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana

c. Memperbaiki si penjahat

%! Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: Airlangga University

Press,2014),92.

%2 Didik Endro PurwolLeksono,92.
%% |shag, Hukum Pidana, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019),7.
34
Ishaq,7.
% Didik Endro PurwolLeksono, 93.
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d. Membinasahkan si penjahat
e. Mencegah kejahatan (Preverensi), prevensi ada 2 yaitu
1) Preverensi Umum (Generale Preventie), pencegahan yang
ditujukan secara umum kepada masyarakat dengan jalan
pelaksanaan pidana dilakukan dimuka umum
2) Preverensi Khusus (Speciale Preventie), Pencegahan yang
ditujukan kepada si penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi
lagi perbuatannya.
c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)
Teorl gabungan. merupakan penggabungan antara Teori
Pembalasan (absolut) dan Teori Tujuan (Relatif), Teori gabungan ini
muncul deng)an mengemukakan panda

UNIVERSITAS ISI J\MQNFJ(]FJI-'{I

Bahwa pldan bertUJuan untuk  membalas kesalahan dan

1
KIA[) mengaml Lan masya]_LaM%L)n bermaD p mergnankan
dan me_ﬂneliEara MjanjB]adiEpidalﬁh dan tindakan, keduanya

bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana
| | kedalam kehidupan masyarakat | |
2) Keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi
masyarakat

3) Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan

beratnya peruatan yang dilakukan oleh terpidana

% Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Pidana”, (Surabaya:Airlangga University Press
(AUP), 2014),92-93.
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3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana
Asas Geen straf zonder schuld (Tiada pidana tanpa kesalahan),
pertanggung jawaban pidana membahas dapat tidak dapat dipidananya
pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana juga dikenal dengan
Criminal Responsibility maksudnya ialah untuk bisa menentukan apakah
seorang tersangka bisa dipidana atau tidak atas perbuatan yang telah
dilakukannya.’” Secara umum unsur pertanggung jawaban pidana
meliputi:*®

a. Mampu bertanggung jawab
Dilihat dari*kemampuan bertanggung jawab, seseorang hanya
yang mampu bertanggung jawab saja yang mampu mempertanggung

{awabkan SeseoraTg dikatakan mamRuqbe&ar[lggunFJawab apabila:®

UNIVERSITAS ISLA

Keadaan j IW&IX tidak terﬁaggu oleh penyakit (Temporair), tidak

1
KIAI) caca am DG§IDQI[QE
pe umbuhan idiot,gagu , harus dalamkeadaan

digilib.uinkhas.ac.ic

sadar. , F I\

2) Kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat dari tindakannya,
I dapat&}h\e‘henttlj Ilar‘l ‘ké\hén]dal;ny‘a ét‘é;lﬂf‘mda‘ka‘ﬁ \te‘rgeﬁu‘t‘ abakaﬁlai(a;l ‘
dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dan akibat
dari tindakan tersebut.
Penjelasan tentang pertanggung jawaban pidana terkait mampu

bertanggung jawab telah dijelaskan didalam Pasal 44 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai berikut:

%7 Ayu Efrita Dewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), 7.
%8 Ayu Efrita Dewi, 69-78.
% Ayu Efrita Dewi, 69.
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1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat atau
terganggu karena penyakit, tidak dipidana

2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan
kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau
terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan
supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama
satu tahun sebagai waktu percobaan.

3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung,
pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

b. Kesalahan
Kesalahan dapat dianggap ada jika dengan sengaja atau karena
lalai melakukan'kesalahan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum
pidana dan dilakukan-dengan mampu bertanggung jawab. Menurut
moeljatno kesalahan dan kelalaian pelaku tindak pidana dapat

bertanggung jawab diukur apabila tindakan tersebut memuat 4 unsur:*
[N Meldkukairperbuatdn pidan (Sifay metawar hukund)
KIA? APl ACENMARSIPDDIQ
3) Bentuk M kP:Z:ﬂafm lf%rupF kﬁengajaan (Dolus)  dan

keIaIaiah/keaIpaan (culpa)

ilib.uinkhas.ac.id 4)iziThidak-ada alasanpemaafi digilib.uinkhas.acid  digilibuinkhas.acid  digilib.uinkhas.ac.ic

Menurut ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana
bentuk atau corak kesalahan adalah sebagai berikut:**
1) Dengan Sengaja (Opzet), kebanyakan tindak pidana mengandung

unsur kesengajaan, bukan unsur culpa. Oleh karena itu orang yang

0 Ayu Efrita Dewi, 70.
“1 Didik Endro Purwoleksono, 69
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layak mendapatkan hukuman pidana ialah orang yang sengaja
melakukannya. Ada dua teori kesengajaan, yaitu:

2) Teori Kehendak, dalam teori ini seseorang dikatakan melakukan
kesengajaan, sebab dia berkehendak melakuakan perbuatan pidana
tersebut. Dan siap menanggung akibat dari tindak pidana yang
dilakukannya.

3) Teori pengetahuan, seseorang dikatakan melakukan kesengajaan
jika dia mengetahui apa yang dilakukan dan dia tahu akibat dari
tindak pidana yang dilakukannya.

c. Dengan Kealpaan
Kealpaan disamakan dengan kekurang hati-hatian, Wirjono
Prodjodikoro mendefinisikan culpa sebagai kesalahan E)ada umumnya.
UNIVERSITAS MS[ AM NEGERI
Sedﬁkan didalam |Imu ngetahuan hukum cuI a merupakan suatu
KIAmacam kes]allahan 5|pe aku™ ‘tinda pldlna yang tllp glseberat

kesengajaarﬂ nar&n ka ljtjangﬁat-hléﬁ sehingga akibat yang tidak

sengaja terjadi. Kealpaan (culpa) debedakan menjadi 2 taitu:*
| 1)> Culpa levissima, adalah keaipaan yang ringan
2) Culpa latta alaha kealpaan berat
d. Tidak ada alasan pemaaf

Pompe mengatakan hubungan pelaku dan tindakannya dilihat

dari sudut “kehendak”, kesalahan pelaku adalah bagian dari kehendak

42 https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan

diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.01 WIB.
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tersebut.*®* Sehingga timbulah asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.
Dalam hal tersebut terdapat unsur subjektif dan objektif, unsur-unsur
subjektif sebagai berikut kesalahan,kesengajaan kealpaan, perbuatan,
sifat melawan hukum. Unsur objektif adalah unsur melawan hukum,
unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan
pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:*
1) Daya paksa relatif (overmacht) Pasal 48 KUHP
2) Pembelaan terpaksa melampaut batas (woodwer) Pasal 49 ayat 2

KUHP
3) Perintah jabatan Pasal 51 Ayat 2 KUHP.
e. Sifat Melawan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Apabila seseorani_ltelah melanggar _aturan dalam Undang-

KIA] HAJI AC

ndang ya g ada maka orang terQutharus mempeQaggung

jawabkan erbul—f;nnMrseLt}t seEuai pJé}aturan perundang-undangan

yang ada Sifat melawan hukum dibagi 2 yakm Perbuatan melawan
hukum materul merupakan Suatu perbuatan yang dllakukan dan
kemungkinan merupakan perbuatan melanggar hukum, namun
perbuatan tersebut secara tegas tidak diatur didalam Undang-Undang.
Perbuatan melawan hukum formiil, perbuatan yang dilakukan dan

bersifat melawan hukum karena merupakan larangan yang ditegaskan

didalam Undang-Undang.

*3 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: PT Nusantara
Persada Utama, 2017),67
* Fitri Wahyuni, 67



34

f. Kesalah Pahaman Atau Kekeliruan

Yakni kesalahpahaman yang dilakukan akan tetapi terdapat
unsur delik didalamnya dan kesalahan dibidang hukum, merupakan
kesalahan yang dilakukan oleh seseorang namun ia tidak menyadari
bahwa kesalah tersebut telah melanggar hukum.*®

Pengertian Pertanggung jawaban pidana dalam syariat islam
ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakan
dengan kemauannya sediri, yang mana dia mengetahui akibat dari
perbuatannya. Dalam hukum pidana islam pertanggung jawaban
pidana didasarkan pada3(tiga) hal yaitu:
1) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang

2) Pelaku melakukan dengan kemauannya sendiri ( mukhtar)
UNTA R RS SISt udnp R |
KIAI HAFI"ACHNMAD"S1DDICY) =
satunya tidak terpenuhi maka tiak ada pertanggung jawaban pidana.
o e e e

Pertanggung jawaban pidana hanya dikenakan terhadap pererbuatan

digilib.uinkhas.ac.ic linkhas.ac.i digilib.uinkhas.ac.ic

~sengaja dan yang diharar]nkan “ole‘h S}Tars‘l’s‘,¢rta tida}< dikenakan

terhadap kekeliruan, seperti dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 5 :

Ay ol (KlE sz 6 ST o Al wp o p KB
Artinya: Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu

dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S Al-
Ahzab (33):5).

> Ayu Efrita Dewi, 25.
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Akan tetapi syariat mengecualikan hal diatas apabila terjadi
dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun
ada unsur kekeliruan. Namun hal itu berlaku utuk tindak pidana
hilangnya nyawa orang dan penganiayaan. Jadi unsur kekeliruan itu
dapat menghapuskan hukum bagi pembuat tindakan selain jenis tindak
pidana diatas, karena hapusnya unsur kesengajaan.“®

4. Teori Keadilan
Keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, naumun
tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga untuk kepastian hukum
dan kemanfaatan. Putusan hakim misalnya, sebisa mungkin merupakan
resultate dari ketiganya. Keadilan dalam hukum merupakan prinsip atau
konsep i/ menﬁl _[pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang

AS [SLAM N

adll ba emua |nd|V|du djldalam S|stem hukum tan a memandang ras,
K lgep} er, agama an st us sosm mua orang meml ik |[h)ak ycazg sama
dihadapan hukLJm Jén hM di!aérlakhkan secara adil dan setara. Pada
dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tldak

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.. 1a5.4C.i digilib.uinkhas.ac.id  digilib.t has.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac

sama, adll menurut yang satu belum tentu adil untuk yang lainnya®’.
Berikut keadilan menurut filsuf:*®
1. Kedailan Aristoteles, menurutnya keadilan memiliki pengeritian

kesamaan, keseimbangan antara kedua belah pihak. Dalam

“6 Fitri Wahyuni, 122

*” Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal Hukum
dan Perundang-Undangan Islam Vol 4, Nomor 2 2014, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 323

*8 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasis Ke Postmodernisme),
(‘Yogyakarata: Universitas Atma jaya, 2015), 241.
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kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit,
misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Dan kesamaan
proposional, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya

2. Teori Keadilan Jhon Rawls adalah keadilan merupakan
kesetaraan dalam ketidak setaraan

3. Teori Keadilan Thomas Hobbes, perbuatan dikatakan adil apabila
didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

4. Teori Keadilan Hans Kelsen, suatu tertib sosial tertentu yang
dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa
berkembang dan subur.

Didalam Pancasila kata adil terdapat didalam sila kedua dan juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

sila ke Ilma Nilai kemanusml_iang adil dan keadilan sosial me((_:i':\ndung

Klétu mak Ao!tha manusia Ms ber odrz§ aldp yQula dalam
hubungnnya deﬂ1garEdiri[\s/e1r1dirlr,2’adiEterrlléHap manusia lain, terhadap

masyarakat bangsa dan negara terhadap Iingkungannya serta adil terhadap
Tuhan Yang Maha Esa N|Ia| n|‘Ia| keadilan yang harus dlwu1udkan
meliputi:*®

a. Keadilan Distributif, hubungan keadilan antara negara terhadap

warganya, artinya pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan

dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan,

*9 Maksum Rangkuti, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?, (Sumatra: Universitas
Muhamadiah Sumatra Utara,2023). Diakses pada 24 Oktober 2023, 8:47.
https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/
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bantuan subsidi serta kesempatan, dalam hidup bersama yang
didasarkan atas hak dan kewajiban.

b. Keadilan legal, suatu bentuk keadilan antara warga negara terhadap
negara, dan dalam hal ini wargalah yang wajib memenuhi keadilan
dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam negara.

c. Keadilan komutatif, keadilan antara warga yang satu dengan yang
lainnya secara timbal balik.

d. Keadilan Retributif, berfokus pada hukuman yang pantas dan
sesuail dengan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.

e. Keadilan Restoratif, menekankan pada memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan oleh pe!an]g&_aran hukum dan memulihkan hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

yang terjanggu antara pelaku korban dan masyarakat.

L

K I Af[ rt!uﬁa plmsé %;n];\LM(ééyQ;msSﬁ lyL% ]Qil,l r@al, dan

digilib.uinkhas.ac.ic

objektif,“dalaﬁ thukLé ke alah*{atau kebenaran suatu kasus
hukum.

" Dalam islam perintah berlaku adil ditunjukkan pada setiap orang.
tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil harus ditegakkan dalam
keluarga dan masyarakat muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat
islam diperintahkan berlaku adil. Islam juga mengajarkan manusia agar
memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulny, melindungi yang

menderita, jujur dalam bersikap dan adil dalam bertindak. Keadailan

yang dibawakan islam sifatnya sebagai perintah agama bukan sekedar
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sebagaai acuan etis atau moral belaka. Pelaksanaannya merupakan
pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan
diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari
perhitungan (yaumul hisab). Asas asas keadilan menurut Al-Maududi
yakni:*
1. Kebebasan jiwa yang mutlak
2. Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna
3. Jaminan sosial yang kuat
Untuk menegakkan keadilan didalam islam terdapat dua aspek yaitu:
a. Syari,at dijadikan sebagal kesatuan konsepsional atau
gagasan teoritis dan landasan hukum
Manusia seba%u insan yan?\?emiliki hati nurani dan mental

UNI\F}\S[T\ ISLAM NEGERI

an benar benar siap untuk melaksanakan dan taat pada

KIAI HAJ1 ACHMAD SIDDIQ

a an te rse
KriteriL ke&ilaMala@islaEadal@, yaitu:

1. Keadilan dalam  tatanan  pemerintahan,  untuk
digilib.uinkhas.ac.id ~ digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuh
kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial
tentunya peranan pemerintah disini sangat penting dengan
melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum

dengan memberlakukan hukum diantara manusia secara

adil.

%0 Abu A’la Al-Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), 141.
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2. Keadilan dalam peradilan, seorang hakim wajib berlaku
adil dan tidak berat sebelah dalam persengketaan yang
terjadi antara dua orang atau golongan dengan
memberikan:

a. Kesempatan yang sama untuk menemuinya
b. Perhatian yang sama

c. Tempat yang sama

d. Penetapan keputusan yang tidak berat sebelah

3. Keadilan terhadap semua manusia, keadilan didalam Al-
Qur’an memperlakukan manusia seluruhnya secara sama
baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan

hak-hak sosial lainnya.

UNIV F}\SITAS ISLAM NEGERI

Ruang Lingkup Anak

KIA] HAILACHMADR SIDDIQ . .

ara “garis besar merupakan sesuatu” yang |
seseorang yanJ beEm M/asaBSedE;gkaL\ dalam ilmu biologi anak

merupakan makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau
“ dewasé. Di Indonesié ada banyak bengertian tenténg anak , iaIah sebagai

berikut:>!

1) Pasal 45 KUHP anak yang belum dewasa adalah apabila belum

berumur 16 tahun

%! Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lampung: Aura Publishing, 2019),
3-17.
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2) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia
18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem
peradilan pidana anak dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12
tahun, tetap belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.

4) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia menjelaskan Anak merupakan setiap manusia yang
berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah,termasuka anak yang
masm didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentmgannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Adapun engertlan anak menurut Bisma 5|re ar menyatakan bahwa
j ]jtera batas
umur yaitu 16 [Lhuk ataM tah]uh ath« pa(!& usia tertentu yang menurut
h|tungan anak tesebut bukan lagi anak tetapi sudah dewasa.*?

" Selain itu dalam penelian ini penelit juga akan memaparkan

mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

pidana.”® Jadi menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

2 Bisma Siregar, “Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Nasional”, (Jakarta:

Rajawali,1986), 105.

5% Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka (2)
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sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berhadapan dengan
hukum dikategorikan menjadi 3 yaitu:>*
1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut
anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia
18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan
pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana
yang didengar,dilhat atau dialami sendiri.
Didalam hukum islam “menetapkan definisi anak menurut
tanda-tanda seseorang, apakah mereka sudah dewasa atau belum,

ukuran dewasa seorang anak ditandai dengan menstruasi bagi wanita

_daq |mirhpit bésdh| bagi(kefuar_shefore) MuntuK plialMaka dari itui

I Aol e o st Bl b -anc

orang dewaja (tig{igh}\s/ﬂsuail );anglj?lahlfiiatur didalam hukum islam.

Baligh merupakan anak yang sudah sempurna akalnya yang sudah

digilibuinkhas.acid fahamindan-mengertinakan ssetiap - hal: Terdapat -perbedaani:pendapat

ulama mengenai baligh sehingga seseorang dapat diminta pertanggung

jawaban hukum.*® Berikut merupakan pendapat ulama mengenai batas
seseorang bisa dikatakan baligh:

1) Madzhab Syafi’i laki laki dan perempuan bisa dikatakan baligh

apabila telah mencapai usia 15 tahun.

> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka (2)

%% Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),5.

*® Zainuddin Alli,5.
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2) Madzhab Maliki laki laki dan perempuan dikatakan baligh jika
telah mencapai usia 18 tahun

3) Madzhab Hanafi dikatakan baligh jika laki-laki telah mencapai usia
18 tahun dan perempuan 17 tahun

4) Madzhab Hanbali terkait dengan batas umur pendapatnya sama
dengan madzhab Syafi’i

Seperti yang di riwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi :

Dalam hukum islam dan figih, batas minimum usia anak tidak
dijelaskan secara pasti karena tidak ada dalil baik dalam Al-Qur’an
ataupun Hadist yang menunjukkan batasan umur tersebut. Sehingga
para ulama berbeda pendapat didalam menentukan batasan umur
ter

U I\I\ ERSITAS ISLAM NEGERI

Kejaksaan Republlk Indones a
IAI Il_léalwlRepubg Indonesia merupa§ Qapsz!tuc)embaga
negara yang ,lnel:li‘sanM k}elluasEan ngara khususnya dibidang
penuntutan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Aperublahe;h atas Und;mg; U;ldéﬁgj Nomor ‘1‘(5‘\"I:akr‘1ur‘1 2‘004 tlerxlptang\KeJa{I](séan |
RI, sebagai salah satu lembaga penegak hukum kejaksaan dituntut untuk
lebih berperan didalam penegakan supremasi hukum, perlindungan
kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI

bahwa Kejaksaan berada pada posisi sentral yang memiliki peran strategis

dalam pemantapan ketahanan bangsa Sebab Kejaksaan menjadi filter
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antara prosses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga
sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.”’
Undang Undang Kejaksaan juga telah mengatur mengenai
tugas dan wewenang jaksaan, berikut merupakan tugas dan wewenang
Kejaksaan sebagai berikut:*®

1. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan
1) Dibidang Pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang
a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan
keputusan lepas bersyarat
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan Undang-Undang.
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan, untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
o d|||mpahkan kepengadilan v dalam pelaksanannya
UNIVER Sikdoréiesi derkagsidic ;- 12|
2) D|b|dan Perdata Tata Usaha ara, Ke aksaan dengan
KIAI JHApE e bagq diltar
ngadilan untu an nama negara aupun
merinta
3) Dalam-bid ketl;riibarl_dan lle‘tentraman umum, Kejaksaan
turut menyelenggarakan kegiatan
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
digilibuinkhasacid - digilibunkhasfojd Rengamananebijakan penegakan-hukumid - digilibuinkhas.ac
c. Pengawasan peredaran barang cetakan
d. Pengawasan aliran  kepercayaan yang  dapat
membahayakan masyarakat dan negara
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik
kriminal.

2. Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan, Dalam pemulihan aset,
kejaksaan  berwenang  melakukan  kegiatan  penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan
aset lain kepada negara, korban atau yang berhak.

> Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung , Diakses Pada 4 Mei 2023, 10:08
https://www.kejaksaan.go.id/

%8 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Atas
perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
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3. Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Dalam bidang intelijen

penegakan hukum, kejaksaan berwenang:

a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum

b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan

c. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan
lembaga intelijen dan/atau penyelenggara itelijen negara
lainnya, di dalam maupun di luar negeri

d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme

e. Melaksanakan pengawasan multimedia

4. Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Selain melaksanakan tugas

dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

30,30A,dan Pasal 30B Kejaksaan:

a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan
tustisial Kejaksaan

b. “Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara
pelanggaran-hak assasi manusia yang berat dan konflik sosial
tertentu demi terwujudnya keadilan

c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang
melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi,
dan kompensasinya
Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk

UN ﬂ'\ Henmtiayatah didaa enéia Aah didanalpefiadants serta restitusi

e. Dapat memberikan keterar;&n sebagu bahan |nforma3| dan

KIAT ks jo ofios

yang'sedang atau proses dalam per ara p| untuk
menduduki n ppublik~ atasy permintaan instansi yan
berv\lna ‘ Jﬁaﬁa lnﬁj T‘d {p yang

f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang perdata
dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam

.uinkhas.ac. i silbuinidndang-Undang:: digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id ~ digilib.uinkhas

g. Melaukan sita ekseku5| untuk pembayaran pidana denda dan
uang pengganti

h. Mengajukan peninjauan kembali

i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus
yang mengatur mengenai penyadapan dan penyelenggaraan
pusat pemantauan dibidang tindak pidana

Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan yang telah
disebutkan tersebut ialah Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan
penuntutan. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan

Republik Indonesia menjelaskan bahwa penuntutan merupakan
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tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan
negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah diatur
dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya di periksa dan
diputus oleh hakim disidang pengadilan. Rumusan proses penuntutan
menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan RI tersebut bahwa
proses penuntutan adalah sebagai berikut:>
1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke
pengadilan yang berwenang
2) Pemeriksaan dilakukan disidang pengadilan
3) Tuntutan Pidana
4) Putusan hakim
uan adanya tindakan penuntutan ialah untuk mencari dan
NIV FJI SITAS ISLAM NEGERI
men Hatkan kebenaran dari suatu perkara §dana yang didakwakan
an memin pemerlksaarll_(jan putusan pengadl an untuk antukan

apakah oran[; yaE(;j diMaklm‘ itu Eapatldﬁpersalahkan.60

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 11 tahun
digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkh
2012 Tentang Sistem Peradllén Pidana anak menyebutkan bahwa
penuntut umum adalah penuntut umum anak. Jadi maksudnya ialah
dalam hal penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum

maka penuntut umum haruslah penuntut umum anak seperti yang telah

diatur didalam Undang-Undang Peradilan Anak. Penuntut umum anak

5 Dheddy Iscahyanto, “Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan

Tindak Pidana Perkosaan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”, (Skripsi: Universitas
Sebelas Maret Surakarta,2008),30.

% Dheddy Iscahyanto,30.
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ditentukan dan ditetapkan oleh jaksa agung juga petugas lain yang
memang menangani pengenai peradilan anak. Hal tersebut telah diatur
didalam pasal 41Angka 1 Undang-Undang Peradilan Anak yang
menyatakan Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum
yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Didalam Undang-Undang sistem
peradilan anak  juga menyebutan upaya-upaya didalam proses
penuntutan terhadap anak, dalam Pasal 42 Undang-Undang Sistem
Peradilan Anak menyebutkan bahwa:**
1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7
hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik
2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari

Dalam hal proses diversi berhasil mencaé)al kesepakatan,

U f\ﬂ\%%t‘mllﬁl%mbhﬂmp‘eﬂs&h berita( acar dlverSI kepada

ketua pengadllan eri untuk dibuat geneta an

hal i k
KIAI ‘ﬂ)—ltl??rktjh L:ara @/erm M ?mupal;mkan perkara ke aao:ﬁaﬂ

dengr nPsIam irkan la_g)orapflasf fenelltlan kemasyarakaatan

Maka dari itu upaya penuntutan terhadap anak dimulai dengan

uinkhas.acid diversinksebelumesimasuk ke dtahap-iselanjutnyay'maksudnyar«disini

dilakukan diversi atau pengalihan untuk menghindari efek negatif
pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak yang dilakukan
kepada anak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar diversi

dapat dilakukan,yaitu:®?

81 Sekretariat Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Pasal 42

45.

82 Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lampung: Aura Publishing, 2019),
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a. Pelaku merupakan seorang anak yang baru pertama kali melakukan

tindak pidana
>

b. Umurnya relatif masih muda
=\

c. Penerapan program-proﬁm-ﬁversi mendapat persetujuan wali

dan anak yang bersangkuta

d. Kejahatan yang ku bisa berupa tindak pidana ringan

kan tindak pidana kejahatan.

merlksaan ini

g. Jl!a pelaksanan aka ana ersebut dikembalikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum
normatif atau juga bisa dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library
research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep
hukum, asas-assa hukum, teori-teori hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.*> Menurut Peter Mahmud
Marzuki, Penelitian hukum ~normatif merupakan suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.**

5. penchiadl MR TAS ISLAM NEGERI
K I AEll HIAJ I)ené}(i(; I'HLM AE)patS lleQaD I;Qekatan

hukum.dengan adarﬂya ;Endekgflan té&ebtﬁkarﬂnemudahkan peneliti dalam
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang

gilib.uink

4" dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang peneliti gunakan didalam
penelitian ini adalah :®
1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approuch), dilakukan dengan

menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu

hukum yang sedang ditangani.

63 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ( Pamulang: Unpampress, 2018), 56.

84 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), 35.

85 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2019),177.
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2. Pendekatan Konseptual (conceptual approuch) Pendekatan ini beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam
ilmu hukum.

3. Pendekatan Kasus (Case Aprroach) Pendekatan ini untuk mengetahui
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada
putusannya.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 bahan sumber hukum yakni:®

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang trdiri dari peraturan
Undang-Undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi
negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang.digunakan oleh
penelltl adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Undiij Undang Dasar 1945

K lt;..qlllt ndanLIUndan9(:1 Il?l Mjana PU»—@ l D D l Q
c. Kitab Undar g-LEdaanuiag’AcaE Piclé;{la (KUHAP)

d. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradllan

digilib.uinkhas.ac.id Alnyak“‘ sacid  digilibuinkhas.acid  digilib.uinkhas.acid digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.ic

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (NTB: Mataram University press, 2020), 59
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g. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN
Lht).

2. Sumber bahan hukum sekunder, merupakan baha hukum yang terdiri dari
buku-buku hukum, jurnal hukum asas-asas hukum, kasus kasus hukum,
doktrin-doktrin, hasil peneitian hukum, yang berkaitan dengan topik
penelitian peneliti. Selain itu bahan hukum sekunder merupakan sumber
bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta kejelasan hukum
primer.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan
petunjuk dan penjelasan ‘terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier bisa berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan

enseklopedia hukum.
D. TenriK ReridyRieR PEHAS [SLAM NEGERI
KIAFHAIT"ATHMADSTDD QY “™

yang menentukan Ijber asilvbui penle_ljtiar] ‘():Ialam bidang hukum. Dalam
y J y \

penelitian ini merdpakan jenis penelitian normatif maka dalam penelitian ini
oIl BETGUTUIEN datn yang  digukan lalah mengounsian,, tehnik
dokumentasi dengan mencari bahan hukum primer yang berupa peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan. Serta bahan hukum sekunder dan
tersier yang berupa doktrin-doktin, kamus hukum, buku-buku, jurnal hukum,
asas-asas hukum. Dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri

dokumen maupun literatur yang dapat memberikan informasi yang peneliti

butuhkan.®’

%7 Nitaria Angkasa et al., Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, (Lampung:
Cv Laduny Alifatama, 2019), 56.
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E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk memecahkan permasalahan
yang terdapat didalam penelitian dengna memanfaatkan sumber-sumber bahan
hukum yang ada yang berkaitan dengan penelitain yang sedang diteliti.
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
tehnik  analisis  deskriptif = merupakan metode penelitian  dengan
mengumpulakan data-data. sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data
tersebut disusun dianalisis, dan diolah agar dapat memberikan gambaran
mengenai masalah yang  ada.®® Selanjutnya dilakukan penilaian yang
berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan
mengemukakan doktrin-doktrin dan asas-asas yang ada . terkait dengan

permasalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
]EMB E R

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

% Nitaria Angkasa et al, 56.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Ancaman Hukuman
Minimal Dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Minimal Pasal 81 Ayat 1

UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat
Nomor: 32/P1d.Sus-Anak/2022/PN Lht
Berdasarkan surat . ‘putusan Pengadilan . Negeri Lahat Nomor:

32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht. Pokok perkara yang terdapat dalam surat
t rsebu lah ri saptu t I ber 2022, sekitar jam

PR RTYERSITAY (ST ART REGERP =)
KIAT"HAITTACHMAD SIDDRY ™
korban berinisial (AA)_17 Tahun, d;jemi}n ole)h anak saksi 1 (17) Tahun

y i . I\
dirumah orang tuanya, kemudian anak korban dan anak saksi 1 menuju
ssnnunSOTITAKED, Millk anak; safsf 2(0H) (17) Tahun ketika didatam anak korban, dan
anak saksi 1 melihat terdakwa anak dan anak saksi 2.%°

Setelah itu anak saksi 2 dan anak saksi 1 pergi meninggalkan anak
korban bersama terdakwa anak (MAP), anak 2 (OH), dan saksi 2(GA) 18
tahun, dikontrakan tersebut, kemudian anak terdakwa dan anak saksi 2 keluar,

namun anak saksi 2 kembali masuk kedalam kontrakan kemudian anak saksi 2

mengunci pintu kamar kontrakan sehingga anak 2 dan anak korban berdua

% putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 3.
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didalam kamar, kemudian anak 2 (OH) mendekati anak korban dan membawa
anak korban ke atas kasur kemudian menyuruh anak korban membuka
celananya, selanjutnya anak saksi 2 membuka secara paksa celana dalam anak
korban. Setelah itu anak saksi 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya,
kemudian anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam dan jilbab
anak korban, setelah itu anak 2 memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam
alat kelamin(vagina) anak korban dengan menggerakkan keluar masuk sekitar
9 (sembilan) menit sampai cairan putih (sperma) milik anak2 keluar barulah
anak 2 memakai celananya dan mau keluar, tetapi anak korban hendak keluar
tiba tiba anak2 mendoronnya sampai anak korban terjatu setelah itu tiba-tiba
masuklah terdakwa anak (MAP) 17 Tahun.

Setelah terdakwa anak (MAP) masuk kemudian anak mendekati dan
mengangkat anak korban untuk dibawa kekasur, setelah anak korban berada
diatas ‘kasur kemudian terdakwa anak menduduki tubuh anak”korbam.sambil
menutup mulutnya) dan—setelah® itu*terdakwa anak melepaskan celana dan
celana dalamnya, lalu langsung melepaskan celana dan baju anak korban,
setelah terlepas terdakwa anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam
alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk selama 10(sepuluh)
menit dengan posisi anak korban dibawah dan terdakwa anak diatas. Setelah
itu terdakwa anak memakai celananaya dan keluar dari kontrakan. Ketika anak
korban hendak keluar tiba tiba anak korban terjatuh dari kasur dan melihat

terdakwa anak keluar dari kamar kontrakan.
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Setelah itu masuklah saksi 2(GA) 18 tahun kedalam kamar kontrakan
setelah saksi 2 masuk kemudian saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat
tubuh anak korban ke atas kasur setelah itu saksi 2 membuka celana dan
celana dalamnya dan membuka paksa pakaian anak korban, setelah terbuka
anak korban mengeluarkan suara berisik sehingga saksi 2 menampar anak
korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap
mulut anak korban, kemudian saksi 2 memasukkan alat kelaminnya kedalam
alat kelamin anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama 10
menit.

Keesokan harinya minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB
ketika anak saksi 2, anak saksi 1, anak korban, anak, dan saksi 2, tiba-tiba
anak 2 membangunkan anak korban dari tidurnya untuk mengajak
berhubungan intim setelah itu membuka celananya dan baju anak korban, lalu
anak 2 memasukkan alat Kelaminnya kedalanm kelamin anak korbansdengan
posisi anak korban dibawah dar anak-2 diatas.”

Akibat dari perbuatan terdakwa anak tersebut menyebabkan anak
korban mengalami sakit dan nyeri pada alat kelaminnya. Sesuai hasil dari
visum Et Repertum Nomor: 445/139/RSUD/XI1/2022/RAHASIA Tanggal 22
November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat atas anak korban
dilakukan pemeriksaan oleh dr. Edy Kurniawan, SpOG selaku dokter
pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Umum:

" pytusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 3-5.
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Kepala
Hidung
Mulut
Dagu
Leher
Dada
Perut
Punggung
Tangan

Kaki

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan

: Tidak ada kelainan
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: Rambut ketiak baru mulai tumbuh, payudara berkembang

Kelamin: Rambut kemaluan mulai tumbuh dan luka robek baru pada

selaput darah

UNIV

ada posisi

]_P

m 9 dan jam

RSIT/ {\ ]SL‘\M NEGERI

Maka sesuai dengan kronoloi_i(asus diatas, terdakwa anak diajukan oleh

er!A@umum ke engad Cwegerl

anak/pelaku didam&ing&leh%asilét htlium ]M Fedri Setiawan, S.H dan

at'un deerlksachLQ maka

rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari JK Legal Consultant Lahat yang

Khas.ac.id dig

y.uinkhas.ac

id digilib.uinkhas.ac.id

1c.id

dig

berkantor di Jalan Mayor Ruslan 111 RT. 01 RW 02 Pasar Lama Kelurahan

s.ac.id

digilib.uinkh:

ac.IcC

Pasar Lama, Kabupaten Lahat Sumatra Selatan. Adapun tuntutan yang

diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana “ Perbuatan

Persetubuhan Terhadap Anak-Anak” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun

™ pytusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 5-6.
2 pytusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 2.
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2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 7
(Tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara
dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000
Subsidiar 1(satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kerah lengan
panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana tidur warna coklat,
dikembalikan kepada anak korban.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2 000 (dua ribu H:llah)

& VERSITAS ISLAM NEGERI

tellah menderjar isi tuntutan tersebut, maka penasehat hukum dari anak

H A s!ecaAlsan yang padA D onya menyataD ]b(;vz«a anak

juga menyampaika
memohon keringan,lln hE(umMenéah aIEs-an elﬁak masih ingin melanjutkan

S

sekolah, anak mengakm terus terang perbuatannya, serta anak menyesall
digilib.uinkhas.acid  digilibuinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkh
perbuatannya |
2. Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Minimal Pasal 81
Ayat 1 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri
Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Dakwaan merupakan bentuk dari perkara pidana antara pihak yang

satu dengan pihak yang lain yang diajukan ke pengadilan, dimana ada dua
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pihak yang saling berperkara dalam lapangan pidana ada pihak yang
merasa tidak terima terhadap perlakuan tergugat terhadap diri korban.

Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak
yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah dengan
jalur hukum yaitu pengadilan. Maka dari itu korban mengajukan dakwaan
melalui penuntut umum Kkepada ketua Pengadilan Negeri Lahat yang
mempunyai wewenang dakwaan yang diajukan kepada ketua Pengadilan
Lahat disebut perkara pidana, pihak yang mengajukan dakwaan disebut
dengan korban, dan pihak yang digugat disebut terdakwa.”

Suatu tuntutan atauguagatan haruslah mempunyai kepentingan hukum
yang cukup, Selain itu tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum
haruslah sesuai dengan hukum acara yanRada sehlnéqga blsa memberikan

UNIVERSITAS ISLA

kepastian hukum serta keadllan bag| terdakwa dan korban tuntutan yang
K lélca\julkarH Ael‘uuntut umum yang pacApclJ'onnya se!)‘)galgerlk .
1) Menyatakar_J An[fk beMah Jel’ah rkelakLkan tindak pidana Perbuatan
Persetubuhan Terhadap Anak-Anak” sebagaimana diatur dan diancam
. p|6aﬁa délar‘n F;égai ‘8‘1“Ay‘a‘1t (1) ‘Und(éh‘gUndahgl\lldr‘nor | 17 Tahun
2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 7

(Tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara

® Moh. Jufri, 49.
" putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 2.



58

dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000
Subsidiar 1(satu) bulan penjara.

3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kerah lengan
panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana tidur warna coklat,
dikembalikan kepada anak korban.

4) Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000; (dua ribu rupiah)

Namun faktanya dalam perkara ini bahwasanya penuntutan jaksa
kuranglah“memberikan rasa keadilan ‘terhadap korban serta jaksa dalam
memberikan tuntutan “kurang memahami pasal- pasal atau peraturan
hukum yang ada. Sebab dalam perkara tersebut isi tuntutan jaksa dengan
ancaman idana tidaklah sesuai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jlka melihat dari isi Pasal 81 Ayat 1 Undang Unda[s Perlindungan

KIA il terseALlsana Jegas meMutkan bahwa aku per buhan

digilib.uinkhas

diancam dengar le‘na Mara Lélmgj—sing’@t 5 Tahun dan palimg lama
15 Tahun serrta denda Rp. 5.000.000.000.00; (Lima Miliar Rupiah) namun
jaksa lhanya membérlkan ‘ tuntu‘tan L7‘ ‘bulér\lhp‘enjara\ dér‘\‘ \‘)ko‘r‘usf h‘a‘k;‘m | 10
bulan penjara, maka dari kasus tersebut tuntutan jaksa tersebut menurut
beberbagai kalangan baik itu masyarakat, pakar hukum dan terutama
keluarga korban menganggap tuntutan tersebut tidak memberikan
keadilan. Mengenai bagaimana dan batasan seorang anak bisa dihukum itu

juga telah jelas diatur didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak, seperti mengenai batasan seorang anak dapat dihukum Pasal 81
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Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa
Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama % dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak dapat dihukum
maksimal %2 maksimal ancaman pidana orang dewasa. Maka dari itu
melihat pasal tersebut bagi anak pelaku persetubuhan diatas maksimal
ancaman yang dapat dikenakan kepada pelaku ialah jika maksimal dari
ancaman orang dewasa adalah 15 Tahun maka %2 dari ancaman tersebut
ialan 7,5 Tahun. Mengenal batas minimum ancama pidana bagi anak
dalam pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menjelaskan bahwa apabila pelakunya adalah seorang anak maka tidak
berlaku ketentuan ancaman minimal pidana.’®

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengenal emidanaan sendiri merlﬁkan pemberian nestapa atau
K IAuman yang !lierfs gp]_dla seseorang sebagali a]k)blpdangz«buatan
yang menurut ,LukEr?n pMa le%latFperlJL}atan yang dilarang, tujuan
utamanya yaltu mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik”’.
digilib.uinkhas.acid  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.d digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.ic

Maka darl tUJuan pidana tersebut muncullah teori mengenai tujuan pldana

yaitu:’®

7> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2)

76 Sekretarian Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (Jakarta: Mahkama Agung Republik
Indonesia, 2017), 5.
77 Ishaq, 4.

"8 Ishaq , 4.
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1. Teori pembalasan , teori ini bertujuan untuk memperbaiki penjahat.
Dalam teori ini pidana merupakan sebuah pembalasan. Menurut vos
teori pembalasan ada 2:

a. Pembalasan Subjektif, pembalasan terhadap kesalahan pelaku
b. Pembalasan Objektif, pembalasan akibat perbuatan pelaku atau apa
yang telah diciptakan pelaku didunia luar.

2. Teori tujuan, teori.ini biasa disebut sebagai teori relatif. Bertujuan
untuk melindungi orang dari kejahatan dan supaya masyarakat tidak
melakukan  kejahatan.dalam teoriini tujuan pidana adalah untuk
mencegah  kejahatan - (Prevensi), memperbaiki si  penjahat,
memperbaiki  kerugian  masyarakat akibat tindak pidana,

menrelelrlg?arakan ketertiban masyarakat.®

UN SITAS ISLAM NEGERI

. Teori Gabungan enggabungan antara teori pembaladan dan teori
KIA] HAT ACHMAD SIDDIQ
juan, yan

digilib.uink

ujuannya |aI
a. Bahwa M pidEia Mtujuhﬁ LEﬁuk I"‘)lrnembalas kesalahan dan

mengamankan masyarakat.

has.ac.id ligilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkh:

b Keadilan diwujudkan dalam pembalasan tetapi berguna bagl
masyarakat.

c. Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan
beratnya peraturan yang dilakukan oleh terpidana.
Pemidanaan dapat berjalan sesuai mestinya apabila ada

pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana disini

" Didik Endro Purwoleksono, 92.
8 |shag, 7.
8 Didik Endro Purwoleksono, 92-93.
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membahas dapat tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana.®

Seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila orang tersebut

telah dewasa. Mengenai anak yang melakukan tindak pidana apabila

anak tersebut berusia 14 -18 tahun maka anak tersebut juga sudah bisa
dimintai pertanggung jawaban pidana. Unsur-unsur pertanggung
jawaban pidana meliputi:®*

1. Mampu bertanggung jawab, seseorang mampu bertanggung jawab
apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit berat dan
kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat dari tindakannya.

2. Adanya kesalahan, kesalahan dapat dianggap ada apabila pelaku
melakukannya dengan sengaja atau karena lalai melakukan

kesalahan < %dllarani oleh hukum N:Jana dan dilakukan dengan

NIVER %L:’\T\a-’l EGERI

mampu bertang A&UE‘JaW
KIAJ |ad ana tanpa kesalMé ID hz§ tersQuQe!dgll unsur

digilib.uinkhas.ac.ic

subjektiJ darF objM, urlushr sliajekli* sebagai berikut kesalahan,

kesengajaan, kealpaan. Perbuatan, sifat melawan hukum. Unsur

o‘bjeilglf\ ;da;a‘r{‘ ur;surrr;elawan h‘ukurr‘l yaltl\.l\ pe‘rbﬁatah c‘ian s;fat
melawan hukum.

Dilihat dari pemaparan pidana diatas bahwa anak dibawah umur

yang usianya telah mencapai 14-18 tahun maka anak tersebut sudah

bisa dimintai pertanggung jawaban pidana namun proses peradilan

pidana anak lebih berbeda dengan pidana orang dewasa dan telah

82 Ayu Efrita Dewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: Umrah Press,2020), 7.
8 Ayu Efrita Dewi, 69-78.
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diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Makadari itu tuntutan jaksa
penuntut umum seperti yaang telah peneliti paparkan dalam kronologi
kasus diatas dianggap oleh masyarakat, sebagian pakar hukum, bahkan
keluarga korban tidak memberikan keadilan. Sebab tuntutan yang
diberikan jauh dibawah batas minimal dan maksimal pengenaan
pidana serta beratnya akibat yang terjadi dari tindak pidana yang
dilakukan.jika dilihat dari teori pimidanaan bahwa pidana bertujuan
untuk “membalas kesalahan dan memberikan keamanan kepada
masyarakat. Pembalasan disini ada dua yakni pembalasan subjektif,
pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Jadi pembalasan disini

membalas kesalahan persetubuhan serta kekerasarll_y ? telah pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NE(

perbuat kepada korban. Dil_lpembalasan objektif, bmbalasan terhadap

KIAalpa J[;z!n la d|C|p(;ka pelakupé Q\la uar, atau JarQ&k dari

digilib.uinkhas.ac.ic

kesalahan pJIakLE M H F I’\

Persetubuhan ini merupakan salah satu jenis kejahatan seksual
déﬁgén‘f;én\ggﬁjnakar; &‘\kél!er;;a‘r; hlngga meﬁgakibétkaﬁ ke;tljgwlan
secara fisik, psikis, dan trauma berkepanjangan terhadap korban yang
menimpanya.mengenai pertanggung jawabannya pelaku tidak pidana
dalam kasus ini merupakan anak yang sudah berusia 17 tahun dimana

sudah mampu atau dapat dimintai pertanggung jawaban, sehat jasmani,

serta dia telah sengaja melakukan tindak pidana.
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Tuntutan pidana yang diberika jaksa penuntut umum Kkurang
memberikan keadilan bagi masyarakat dan keluarga korban sebab
jauhnya hukuman pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini jaksa kurang
memperhatikan unsur objektif yang terjadi kepada korban, jaksa hanya
melihat unsur subjektif dimana pelaku adalah seorang anak. Namun
mengenai terlalu rendahnya tuntutan yang diberikan jaksa tersebut
tidaklah sepenuhnya salah sebab Undang-Undang Sistem Peradilan
Anak hanya mengatur batas Maksimal pidana yang bisa dijatuhkan
kepada anak dan tidak ada batas minimal nya.

Apabila dilihat dari pasal 8-ayat 4 Undang-Undang kejaksaan
disana disebutkan bahwa jaksa dalam memberikan, tuntutan harus
sesual deng]an hukum acara pidana yan? ada, serta harus menggunakan

SITAS ISLAM NEGERI

hat| nuranlnya Namun dalam tuntutan tersebut aksa tidak

KlAr!\enJg[]ELAi h Anuranl nya sertaE)dak empati, sehlrQe tidak

digilib.uinkhas.ac.ic

melihat apaJ yakg teMi pLda kIEFbarl'\oersetubuhan bergilir yang
disertai dengan kekerasan tersebut. Sehingga tuntutan jaksa kurang
rﬁ;m‘berl‘lééh‘keal‘d‘llérl‘ é)é\gl\berbéga‘u kaif;lriig‘ann e

Menurut peneliti bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tersebut
memang tidak memberikan keadilan kepada korban sebab jaksa
penuntut umum Kkurang memperhatikan dari sisi korban yang
mengalami kerugain sangat besar dan jaksa kurang menerapkan pasal 8

ayat 4 Undang-Undang Kejasaan yang mana jaksa harus adil dan

sesuai hati nurani. Juga tuntutan yang diberikan dari ancaman yang
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diberikan dimana ancaman nya minmal 5 tahun dan maksimal 15 tahun
penjara. Jika dilhat dari kemampuan bertanggung jawab pelaku bahwa
pelaku merupakan anak yang berusia 17 tahun yang memang sudah
bisa dimintai pertanggung jawaban juga pelaku telah melaukan
kesalahan yang disengaja oleh pelaku sehingga tuntutan 7 bulan
penjara ini memang terlalu ringan bagi sipelaku. Dalam pasal 81 Ayat
2 SPPA hukuma pidana yang dapat diajtunkan kepada anak ialah %
dari maksimal hukuman orang dewasa dan dalam pasal 79 ayat 3
SPPA “juga menjelaskan bahwa jrka pelakunya seorang anak maka
tidak berlaku ancaman.minimum®. Maka dari itu tuntutan jaksa
tersebut tidaklah salah sebab dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Pldana Anak menl_rlaskan tidak ada minimal Fdana baggl seorang anak.

NIVERSITAS ISLAM N

Akan tet‘& dari kasus tersebut memanburang adil jlka kita lihat dari

;lka hanya(; Han pefjara dan Juga tentar!deengan
pasal 8 ayat,L U»ln:c;ang[\frldanngKejllisanw]‘l

Duelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan
digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.acid  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.ic
seksual, bahwa kasus kekerasén seksual yang dialkukan oleh anak
pelaku persetubuhan termuat didalam pasal tersebut diantaranya :
Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:
a. Pelecehan seksual nonfisik;

b. Pelecehan seksual fisik;

c. Pemaksaan kontasepsi;

8 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 79 Ayat (3)
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d. Pemaksaan sterilisasi;

e. Pemaksaan perkawinan;

f. Penyiksaan seksual

g. Eksploitasi seksual

h. Perbudakan seksual;dan

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Dan dari kasus persetubuhan tersebut terbukti bahwa pelaku
melakukan pelecehan secara fisik yang dimana pelaku memaksa
korban“agar mau melakukan hubungan suami istri atau hubungan
seksual, yang seharusnya diadili dengan menggunakan pasal 81 ayat 1
UU PA. Namun karena pelaku adalah anak maka peradilannya atau
batasan hukumann a harus sesual denqan pasal 81 afat 2 jo pasal 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGER

ayat 3 Undang -Undan SPPA

KIALHALAGHMAR.SIRDIQ
pan san ana Terhadap aku ersetubuhan
Indonesia rrﬂeru@an Marah)?ukuﬁ dirliéna segala aspek kehidupam

kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan hukum,
Negara yang menegakkan kebenaran‘ dan keadllan Hukum sendlrl dISInI
merupakan kumpulan peraturan-peraturan dari norma dan sanksi-sanksi.
Sehingga siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
didalam perUndang-Undangan maka hukum juga telah mengatur sanksinya

berupa pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang isinya

mengenai peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukumnya bagi
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siapa yang melanggarnya. Didalam hukum pidana terdapat dua unsur yang
harus terpenuhi didalalam penerapan hukum pidana:®®
1. Unsur Subjektif, Orang/Pelaku Tindak pidana harus memenuhi syarat:

a. Bertanggung jawab, orang yang melakukan tindak pidana harus
mampu bertanggung jawab. Sebab ada orang yang hanya bertanggung
jawab sebagian karena penyakit yang dideritanya sehingga orang
tersebut hanya bertangung jawab sebagian saja, misalnya orang yang
memiliki penyakit Kliptomania adalah seseorang yang mempunyai
penyakit suka mencuri dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan
tersebut dilarang didalam Undang-Undang.

b. Tidak Ada Alasan Pemaaf, seseorang yang melakukan tindak pidana
namun Kkarena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dimaafkan, alasan alasan _ tersebut _antara _ lain gllla, belum
K l AJewasa/ﬁan cukup umul_!i N ﬁ)engampunan D Q
2. Unsur ObjektifJ Ptrbuaﬁtﬁ‘I yarlg) dilheukali‘oleh pelaku tindak pidana
harus memenuhi syarat :
o a | Mlerr1‘enu‘r;\|w ‘unSt‘Jr‘ Qn‘s‘u;\ d‘;Ia‘r‘ﬁ ‘Undd\n“g‘Undarxlg bahV\‘/a perbuatan
tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang
b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
c. Tidak ada alasan pembenar, Artinya walaupun perbuatan yang

dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang

dan perbuatan tersebut melawan hukum namun jika ada alasan

8 Wiwik Afifah, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Jurnal Hukum Vo
10, No 19, ( Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya),54.
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pembenar maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Yang

termasuk alasan pembenar disini adalah perintah Undang-Undang atau

jabatan,Overmacht, daya paksa atau keadaan darurat.

Maka dari itu orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana
sebagimana yang diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, hal ini juga
sesuai dengan asas dalam pertanggung jawaban pidana, tiada pidana tanpa
kesalahan.

Saat ini pelaku tindak pidana selain dari orang dewasa juga banyak
kejahatan yang pelakunya juga adalah seorang anak, anak merupakan titipan
tuhan yang diberikan kepada“ sepasang laki-laki dan perempuan. orang tua
harus menjaga kebutuhan jasmani-dan rohani juga tugas kita sebagai orang tua
harus mendidik anak serta mengajarkan anak mengenai apa yang boleh dan
yang g PAER-RGk NS fnak N ubIEN(EF bR penerus yang

KEATMATT B CHIIAD STD DI
kandungan hingga sia[’18 tF\h/LIn prslu ril_e,ndai)gltkan hak-hak yang bersifat
melekat. Pemerintarf terus melakukan %erlinaung;n terhadap anak yang masih

dalam masa perkembangan fisik dan mental. Dengan semakin meningkatnya

digilib.uinkl r.uinkhas.ac.id

tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga diperlukan perhatian khusus
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga ada aturan khusus
yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah:®

8gekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat(2),(3),(4),(5).
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a. Anak yang yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun
tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berumur 18 tahun
yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang belum berumur 18 tahun
yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.

Mengenai usia anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1

Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pldana Anak me ebutkan bahwa anak yan?\berkonfllk den l_gan hukum adalah

-RSITAS ISLAM NEG

ana Aang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun I/aadiduga

Hg@\p]dan | ACHMAD SIDD

Dalam sLatu tindMidarlaJyanljdilal@kan oleh anak maka polisi,

me akukan

penyldlk yang memang bertugas dalam menangani perkara anak Wajlb
memperhatlkan umur ar‘la;k‘ F;ai\térsebﬁtt‘)erttjj\uiéﬁ u;ltL‘JI; menent‘ukan mampu
atau tidaknya anak yang melakukan tindak pidana mempertanggung jawabkan
perbuatannya. Sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah
anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga

melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang perlindungan

anak bahwa anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun
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termasuk anak didalam kandungan.!” Sedangkan didalam islam mengenai
batas usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban tidaklah dijelaskan
secara detail. Sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai
batas usia anak (baligh) yang dapat bertanggung jawab:®
4. Madzhab syafi’l laki-laki dan perempuan bisa dikatakan baligh apabila
telah mencapai usia 15 tahun.
5. Madzhab maliki laki-laki dan perempuan dikatakan baligh apabila telah
mencapai usia 18 tahun
6. Madzhab hanafi dikatakan baligh jika laki-laki telah mencapai usia 18
tahun dan perempuan 17 tahun
7. Madzhab hambali pendapatnya sama dengan madzhab syafi’i
Maka dari itu tindak pidana yang dllakukan oleh anak sesuai dengan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Undnag-Undang sistem peradllgn anak bahwa anak éang[)erusm dibawah 12
lJt<ahun m!amH prosls penyelesaian yang er a dengan ana yanQerumur

12 tahun. ] F M H F I\

Dalam proses penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum

digilib.uinkhas.ac ig 1as.ac.i digilib.uinkhas.ac.id  digilib has.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.i
mem|Ik| hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara keculia upaya
terakhir. Namun pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tidak

dapat ditahan kecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana berat.®® Sesuai

87 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Pasal 1 Ayat (1)

8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

8 Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak
Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Jurnal Media Syari’ah, Vol 20 Nol, 2018,
(Fakultas Hukum Unuversitas Syiah Kuala Banda Aceh), 116.
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dengan pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

menyebutkan:*

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak
memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak
tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilang atau merusak barang
bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana

2. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai
berikut:

a. Anak telah berumur14 tahun atau lebih
b. Diduga melakukan“tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7
(tujuh) tahun atau lebih.

Dalam aspek hukum terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh
anak adalah suatu hal yang tidak seharusnya bahkan tidak wajar dilakukan
oleh anak. Sehingga tindak pidana persetubuhan yang dilakikan ofeh anak
terhadap anak harus difahamit duld sebab dan akabit anak melakukan
persetubuhan.®* Seperti dalam pendapat R.Soesilo dalam KUHP  bahwa
persetubuhan merupakan peraduan anggota kemaluan perempuan dan laki-laki
yang dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kemaluan laki-laki
harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan hingga keluar air mani.*
Dimana perilaku persetubuhan ini tidak wajar dilakukan oleh seorang anak

bahkan juga telah melanggar norma kesusilaan. sanksi mengenai persetubuhan

% sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 32 Ayat (1), (2).

%L Zulfikri,115.

%2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politea, 1986), 209.
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juga telah banyak diatur didalam Undang-Undang seperti dalam pasal 285
KUHP bahwa “Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengannya diluar pernikahan, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara- paling lama 12 tahun”.*® Hal ini
membuktikan bahwa persetubuhan merupakan tindak pidana yang sangat
dilarang dan sangat serius.

Berdasarkan perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht bahwa
anak merupakan pelaku persetubuhan yang mana korbanya juga termasuk
anak yang berkonflik dengan hukum pada saat melakukan tindak pidana
belum genap beumur 18 tahun maka tetap diproses didalam peradilan anak
sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa dalam
hal tindak i)idana yang_dilakukan oleh anak sebelum berusia 18 tahun dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

diajukan kesida[r& engadilan getelah anak melamgui usia 18 tahun tetapi
KIAL HAITACHMAD SIDDIO
encap ar ahun anak tetap diajukan kesidang anaksDalam

belum™m ai u
N ) T P
ketentuan pasal te,JsebL[E- mM analkaa g mellékukan tindak pidana yang

belum genap berusia 18 tahun tetap diproses diperadilan anak.

Dalam proses penyelesaian pe‘rkara anak hafus diutamakan diversi.
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses

diluar peradilan pidana. Maka dari itu proses diversi wajib dilakukan agara

% Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal
285.
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tercapai keadilan restoratif®. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan :
1. Pada tingkat penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkara anak
dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
2. Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan :
a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Mengenai penuntutan terhadap anak terdapat upaya-upaya yang harus
dipenuh, pasal 42 Undang-Undang Sistem peradilan anak :
1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari
setelah menerima berkas perkara dari pen

rin s perk: idik,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2) Diversi sebafaimana dimaksud pada afa)t 1 dilaksanakan paling lama

KIA] HAJI ACHMAD SIDDIQ
3) Dalam halﬂ prJ;s Msi Lg‘rhaslirk mJﬁ{:apai kesepakatan penuntut

umum menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan
negeri untuk dibuat penetapan | |

4) Dalam hal diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita
acara diversi dan melimpahkan perkara kepengadilan dengan
melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang, tindak

pidana yang dilakukan dimana korbannya adalah anak maka hukumannya

% Devi Mardiana, Oci Senjaya, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Kertha
Semaya Vol. 9 No. 2, 2021, (Fakultas Hukum Universitas Singa Perbangsa Karawang), 308.



73

akan lebih berat. Sebab anak merupakan kaum yang rapuh, yang polos dan
masih dalam proses perkembangan, yang seharusnya kita jaga dan tidak boleh
kita sakiti, serta harus di lindungi hak-hak nya sesuai dengan pasal 1 angka 2
Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuali
dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”

Mengenai tindak pidana persetubuhan sendiri-memang sudah banyak
di atur didalam berbagal undang-undang dari undang-undang khusus hingga
undang-undang umum seperrti didalam

1. Pasal 285 KUHP
Barang /siapal dengamkekerasan, atau ancaman, kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam
Karena, melakukan perkasaan; dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun

2. Pasal 76D Undang-Undang'Perlindungan Anak
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
atau-denganoranglain

Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak
Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D Dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000.00; (lima miliar rupiah)
3. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan Seksual
Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:
a. Pelecehan seksual nonfisik;
b. Pelecehan seksual fisik;
c. Pemaksaan kontasepsi;

% Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Pasal 1 Ayat (2)
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Pemaksaan sterilisasi;

Pemaksaan perkawinan;

Penyiksaan seksual

Eksploitasi seksual

Perbudakan seksual;dan

Kekerasan seksual berbasis elektronik;

—SQ oo

Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Kekerasan Seksual

Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang
menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau
pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan
atau manfaat kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan
seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang
itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau/
pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00; (Tiga ratus juta
rupiah)

Anak yang melakukan persetubuhan pada waktu yang tidak tepat
dimana mereka melakukannya diluar perkawinan dan dalam usia dibawah 18
tahu_| [maka, [perbliatan /nersetlibuhan’, fefsebut- fefupakan  perbuatan
Wiebodinked /s A5 bl o] Fr | @,
kemanyarakatan,kejusiql%n (Rn/ldap[a% me"_l{sakleeradaban dunia.*® sehingga
tugas orang tua lah mendidik anak-anaknya agar tidak mendekati perbuatan
dgigiivuiyang-dilarang tersebut. Dalampasal 76DUndang<Undang-PerlindunganiAnak
juga telah diatur mengenai persetubuhan ini bahhwa:®’

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima)

% Zulfikri, 118.

%7 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak,
Pasal 76D.
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tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000.00; (lima miliar rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.

Dalam pasal tersebut tidaklah disebutkan siapa pelaku persetubuhan
yang dilakukan terhadap anak, apakah orang dewasa atau anak. maka siapa
saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak akan dikenakan pasal 81
Undang-Undang perlindungan anak tersebut. Jadi apabila seorang anak yang
memang usianya diatas 12 tahun namun belum 18 tahun melakukan
persetubuhan maka akan' dianacam dengan pasal 81 Undang-Undang
perlindungan anak,oleh karena itu dalam penyelesaian perkaranya tidak dapat
dilakukan diversi sebab ancaman pidananya diatas 7 tahun sedangkan perkara
anak bisa\dilakukansdiversi apabilajancamannya dibawah 7 tahun.

Berdasarkan perkara nemaoy, 32/Pid Sus-Anak/2022/PN LLhat disana
menyebutkan bahwa anak pelaku tindak pidanaadalah anak yang berusia 17
tahun dimana pada usia tersebut anak sudah bisa dimintai pertanggung
jawaban ‘atas-perbuatan yang-dilakukan;sesuai :denganibatas usia yangitelah
diatur didalam Undang Undang sistem peradilan pidana anak, serta dalam
melakukan perbuatan persetubuhan tersebut juga telah memenuhi unsur
subjektif dan objektif dalam hukum pidana. Serta anak melakukan perbuatan
persetubuhan yang memang dilarang didalam undang-undang dimana
perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan.

Maka dari itu menurut pendapat peneliti ancaman pidana yang telah

diberikan oleh jaksa penuntut umum yakni ancaman pasal 81 ayat 1 Undang-
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Undang Perlindungan anak memang sudah sesuai sebab didalam pasal hanya
disebutkan setiap orang dan tidak menyebutkan anak atau orang dewasa yang
melanggar pasal tersebut dapat dikenai sanksi tersebut. Jadi anak yang
melakukan persetubuhan terhadap anak juga diancam dengan pasal tersebut.
Dalam kasus ini persetubuhan merupakan kasus kekerasan seksual yang
dimana kobannya adalah anak, dijelaskan didalam pasal 4 ayat 1 Undang-
Undang kekersan seksual bahwa kekerasan seksual yang dilakuakn pelaku
termasud dalam pasal tersebut:*®

Tindak Pidana Kekerasan seksual terdiri atas:

Pelecehan seksual nonfisik

Pelecehan seksual fisik

Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan sterilisasi

Pemaksaan perkawinan

Penyiksaan seksual I
ol Exdpioitasitseksdal AS [SLAM NEGER]

Kl%ﬁifﬁ'a‘ﬁisiiﬁiﬁ'h?@skqlmm SIDDIQ

Dan dari kasus tersebutrterbuktif bahwa petaku melakukan pelecehan seksual
TUE KB PR P

"o o0 o

fisik yang dilakuakan secara bergilir dengan dua temannya, dimana pelaku
dgigilib.uimemaksaikorban-agar maumelakukanpersetubuhan dengannya.id  digilibuinkhas.ac

Dimana Pertanggung jawaban pidana dalam perkara anak disini dapat
dikenakan kepada anak apabila umur anak sudah mencapai 14 tahun dengan
ancaman pidana yang diberikan paling lama % (setengah) dari masa pidana
orang dewasa.*® Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun apabila

anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

% Sekretariat Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022bTentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (1).

% Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2).



77

Didalam UU SPPA juga telah mengatur mengenai penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana diversi.
Penyelesain perkara anak diluar peradilan pidana ini wajib diupayakan melalui
diversi pada tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak.
diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara
dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Sedangkan dalam perkara. nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lhat tersebut
ancaman pidana yang dikenakan lebih dari 7 tahun maka dari itu perkara
tersebut tidak dapat menggunakan diversi dalam hal penyelesainnya sebab
pelanggaran terhadap pasal 76D UU Perlindungan Anak pelaku diancam
dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan karena pelakuknya adalah
anak sesuai dengan pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat
dilakukan kepada anak paling lama Y% (setengah) dari maksimum ancaman
pidana penjara bagi' orang dewasa. Maka ‘dari itu anak yang telah berusia 14
tahun tetapi belum berusia'1¥8 tahuh sebagal ‘pelaku persetubuhan dapat
dijatuhi pidana maksimum 7,5 tahun hal tersebut telah mencapai ambang batas
dapat diterapkannya diversi kepadanyasehingga diversi tidak dapat diterapkan.

Namun mengenai tuntutan dan vonis hakim menurut peneliti tidaklah
sesuai, tuntutan 7 bulan penjara dan vonis 10 bulan penjara. Tuntutan dan
vonis tersebut menurut peneliti terlalu rendah sebab seperti yang telah
disebutkan dalam putusan 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht bahwa pelaku selain
memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya pelaku juga

membiarkan dua temannya melakukan persetubuhan juga secara bergilir.
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Selain  terdakwa bersama kedua temannya melakukan persetubuhan
dengannya juga disertai dengan kekerasan. Dengan begitu unsur dalam pasal
81 ayat 1 sudah terpenuhi dimana unsur :'*

1. Unsur setiap orang, setiap orang yang terlibat dalam kasus ini, dinyatakan
sehat jasmani dan rohani serta-memiliki kemmapuan untuk bertanggung
jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Maka
dalam perkara ini tedakwa adalah subjek hukum yang bersatus anak dan
sehat jasmani serta telah mampu bertanggung jawab

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya “atau dengan orang lain, yang
dimaksud kekerasan disini ialah setiap perbuat terhadap anak yang
beraklbat tlmbulnya kesengsaraan atau penderltaan secara fisik, psikis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

seksual ata I&enelataran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan
pemaksaan atauLerarﬁ%ls% l!;r{neryeLaan Secara melawa ukuQ

Oleh karena_]itu kasus rM‘setu‘oﬁha terseLBt telah memenuhi dua unsur
dlatas yakni subjek hukum nya adalah seseorang yang berstatus anak yang
telah mampu memberlkan E;f{ahégu}{g‘ Jawébén d;m‘ | p‘e‘l‘ak‘u‘ ‘séh;\t‘ ;éc:]a\ra
jasmani dan rohani, serta pelaku dalam melakukan tindakannya juga dengan
pemaksaan yang disetai kekerasan yang menyebabkan korban mengalami
penderitaan secara fisik dan psikisnya. Juga dalam hal ini anak pelaku telah

merusak masa depan anak korban yang mana korban merupakna anak yang

masih sekolah dan merupakan harapan bagi kedua orang tuanya, namun atas

190 pytusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht.
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kejadian tindak pidana yang terjadi kepada dirinya akan mempengaruhi anak
korban dalam melanjutkan pendidikan untuk menata kehidupan dimasa
mendatang. Serta tindakan pelaku juga telah bertentangan dengan norma
kesopanan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.

Maka dari itu tindakan pelaku tersebut merupakan tindakan yang
sangat fatal dan merupakan kejahatan yang sangat serius. Sehingga sanksi
pidana 7 bulan dan 10 bulan penjara tidak tepat diberikan kepada pelaku.
Sehingga seharunya sanksi yang diberikan haruslah lebih berat. Mengingat
pelaku telah merusak masa depan seseorang. Juga dengan hukuman yang lebih

berat akan membuat pelaku merasa jera dantidak akan mengulangi nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan memberi kesimpulan bahwa
tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara nomor 32/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Lht tersebut tidak sesuai sebab jika dilihat didalam Pasal
81 Ayat. 2 UU SPPA bahwa hukuman bagi anak ialah 2 maksimal
hukuman orang dewasa. Jika pelaku (anak yang berhadapan dengan
hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak

dengan ancaman pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun serta

dendéNg ilydr! fupiah /méka | seharvsnya] 1PU fménintdthya minimal 5

KT B/ €3 bl A) <S4 G 0

digilib.ui

berpedoman pa]da Fasall\%Ay:Tt)4 FU ITajaksaan Rl dimana disana
y ) y \

dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa

dasharusiz'bertindak!  berdasarkan: hukumthadan hatb-vrAuraninya:iidengan

mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib
menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam
masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya
karena mungkin JPU berpikiran bahwa pelaku masih dibawah umur maka
paling tidak jika JPU mau memberikan tuntutan dibawah tuntutan minimal
yang 5 Tahun maka JPU paling tidak dapat menuntut paling rendah selama

2,5 Tahun. Maka dari itu tuntutan 7 bulan penjara ini kuranglah tepat

80
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meskipun tidak ada aturan yang mengatur mengenai minimal penuntutan
yang bisa dikenanakan kepada anak.

2. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan memberi kesimpulan bahwa
sanksi pidana tersebut tidak sesual sebab jika pelaku (anak yang
berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU
Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 Tahun dan
maksimal 15 Tahun serta denda 5 milyar rupiah maka seharusnya majelis
hakim memberikan vonis dengan batasan minimal 5 Tahun dan maksimal
7,5 Tahun sebagaimana diatur dalam ‘Pasal 81 Ayat 2 UU SPPA bahwa
hukuman bagi anak ialah % maksimal hukuman orang dewasa. Peneliti
menilai bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan rani hidup dalam masyarakat sebagaimana

UNIVERSITAS AM NEGERI

tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
KlAuasaan Mklm gehlngga vonis Q ri h&lmDrQ l Qdaknya
dapat mengurJngi erpMan l—e]ari pihal(‘ korban dan juga dapat
memberikan efek jera terhadap pelaku.
di B Saran digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.acid digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti
dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Seorang Jaksa dalam memberikan tuntutan harus mematuhi hukum acara
yang ada, seta mamatuhi Undang-Undang Khusus yang memang sudah

ada dalam penangan kasus tersebut, juga jaksa harus mematuhi Pasal 8

Ayat 4 UU Kejaksaan, jadi tidak serta merta hanya memberikan tuntutan
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akan tetapi juga menggunakan hari nurani dan emapati dalam
mempertimbangkan dan memberi tuntutan yang menag sesuai dengan
kasus tersebut serta adil bagi kedua belah pihak.

2. Seharusnya sanksi yang diberikan haruslah lebih berat sebab persetubuhan
juga merupakan tindak pidana yang sangat serius, sebab apabila ringan
kemungkinan anak pelaku akan mengulanginya kembali. Maksudnya lebih
berarat disini adalah sanksi yang sekiranya dapat memberiakn keadilan
antara 2 belah pihak. Juga jaksa dan hakim dalam memberikan sanksi
haruslah lebih tegas lagt bukan hanya melihat pelaku adalah seorang anak
namun juga harus mempertimbangkan dampak perbuatan pelaku. Serta

memberikan edukasi kepada anak pelaku kejahatan ataupun anak korban

UNVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
| EM B E R

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id



aigino.u K1 1

83

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sekertariat/ Nedatd Replibtik Indariesia ‘Whdahgsndang:. Nemoril Tahun 2021

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang §omor 16 Tahun 2004
KA Tentedgielaksagnépubiik fadonesid ) S 1 1) [ |

Sekretariat Negara Republik~Indgngsia.jdndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak'Rida ekerdsan'Seksual

Buku

digiib.uinkn 1

Angkasa. Nitaria dkk, “Metode Penelitian Hukum Sebagal ‘Suatu Pengantar”,
Lampung: CV Laduny Alfatama,2019

Al-Maududi , Abu A’la, Prinsip-Prinsip Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang: Unpampress, 2018
Chandra, Tofik Yanuar, Hukum Pidana, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022

Hiariej, Eddy O.S, Hukum Pidana, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,
2014

Ishag, Hukum Pidana, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019



84

Muhaimin, Metode Peneliian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakata: Kencana Prenada Media
Group, 2019

Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University
Press (AUP), 2014

Rosidah, Nikmah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Lampung: Aura Publishing,
2019

Rhiti, Hyronimu, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasis Ke
Postmodernisme), Yogyakarata: Universitas Atma jaya, 2015

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politea, 1986

Sirega, Bisma, ‘Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Nasional, Jakarta:
Rajawali;1986

Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis lImiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddig Jember, Jember: UIN Kial Haji Achmad Siddiq
Jember, 2021

Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis llmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad-Siddig Jembes, Jembery WIN “Kiai { Haji F/Achmad Siddiq
Jember, 2022

Wahyuni, “Fitri; Dasar-Dasar Hukun Pidana Di*Indonesia,"Jakarta: PT Nusantara
Persada Utama,;2017

Karya Tulis lImiah

Afda’u, Faisal, “Perlindungan Hukum  Terhadap Anak Sebagai _Korban
Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Semarang)”, Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2022.

Iscahyanto, Dheddy, “Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses
Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan Studi kasus di Kejaksaan Negeri
Surakarta”, Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

Jufri, Moh, Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan atau
Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:
5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Jember, 2020).



85

Maharani, Fidia Ratna, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur
Menurut Huku Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan : No
28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg), Skripsi: Institut Pesantren KH. Abdul
Chalim, 2020

Syahrkasih , Muh Adli, “Analisis Yuridis Tetang Tuntutan Pidana Pada Anak
yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika
(Studi Kasus Surat  Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-
02/Enz.2/Sidrap/05/2021)” Skripsi: Universitas Hasnuddin Makasar,
2020

Winata , Elvira Aulia, “Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 04/Pid.Sus-
Anak/2021/Pn. Jakbar)” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2022

Jurnal lImiah

Afifah,Wiwik, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Jurnal
Hukum Vo 10, No 19, ( Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Amin, Mabhir, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal
Hukum dan Perundang-WUnodangan Islam\Vol 4,/ Nomar-2 2014, (Surabaya:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Dewi,"Risma Purnama, ["Nyoman-Sujana; I Nyoman Gede Stugrartha,¢ Tindak
Pidana Persetubuhan Teshadap Anak Dibawah Umur”, Jurnal Analogi
Hukum Universitas \WarmadewaDenpasar Bali Vol 1 No.1,2019.
https://ejournal, warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

Nuvianto,, Ismail,  ‘“‘Perkembangan.  Konsep . Tindak  Pidana  Perkosaan.  dan
Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi
Manusia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang vol
8,
No.1,2012https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/dow
nload/209/121

Mardiana, Devi, Oci Senjaya, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem
Peradilan Pidana Anak, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 2, 2021,
(Fakultas Hukum Universitas Singa Perbangsa Karawang).

Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak
Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Jurnal Media
Syari’ah, Vol 20 Nol, 2018, (Fakultas Hukum Unuversitas Syiah
Kuala Banda Aceh).


https://ejournal,warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum
https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/209/121
https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/209/121

86

Internet

Hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 10 Februari, 2023
Pada pukul 08:30 WIB https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada
tanggal 28 Maret 2023 pukul 8:00 WiB, https://www.kemenpppa.go.id/

Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung , Diakses Pada 4 Mei 2023,
10:08 https://www.kejaksaan.go.id/

Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 28
Maret 2023 Pukul 07:25WIB, https://pusiknas.polri.go.id/

https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-
kealpaan diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.01 WIB.

Rangkuti, Maksum, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?, (Sumatra: Universitas
Muhamadiah Sumatra Utara,2023). Diakses pada 24 Oktober 2023 , 8:47.
https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J]EMB E R

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum
https://www.kemenpppa.go.id/
https://www.kejaksaan.go.id/
https://pusiknas.polri.go.id/
https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan
https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan
https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildatus Shofiyah

NIM : S20194010

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi - Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddig Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat
unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau
dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan

dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dinyatakan hasil penelitian ini terbukti terdapat
unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari

s KAl HAJI ACHMAD SIDDIQ
l E M B E Hember, 20 Oktober 2023

Saya menyatakan

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

€A

L
METERAI
3 = TEMPEL

iBCZDAJX1 51963649

SEPULUH RIBU RUPIAH

Wildatus Shofiyah
NIM. S20194010




PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Anak:
Nama lengkap : Anak;

Tempat lahir . Labhat;

Umur/tanggal lahir. : 17 Tahun / 2 Maret
2005;Jenis Kelamin: Laki-laki;

Kebangsaan :Indonesia;

Tempat tinggal :Kabupaten
Lahat;Agama - Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Anak dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 05
Desember 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai
dengari tanggal 13 Desember 2022;

3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember
2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25
Desember 2022;

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2022
sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Anak di dampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum M. Fedri Setiawan. S.H dan Rekan,
Advokat/Penasihat Hukum dari  JK Legal Consultant Lahat yang berkantor di Jalan
Mayor Ruslan Il RT.01 RW.02 Pasar Lama Kelurahan Pasar Lama, Kabupaten Lahat
Sumatera Selatan, berdasarkan PenetapanNomor 159/Pen.Pid/2022/PN Lht, tanggal 20



Desember 2022 tentangpenunjukan pendampingan hukum bagi Anak;
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan; Anak
didampingi oleh orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan KetuaPengadilan Negeri Lahat Nomor 32/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Lht tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan
Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 16
Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, sertamemperhatikan barang
bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pernyataan dari orang tua Anak yang pada pokoknya
menyatakan:

1. Memohon. keringanan hukuman untuk Anak karena Anak: masih akan
melanjutkan sekolah_dan orang tua Anak menyatakan masih _sanggup untuk
membina’ Anak ‘tersebut,” adapun-perbuatan Anak tersebut dikarenakan Anak
terpengaruh oleh faktor lingkungannya,;

2. Memohon agar Anak mepjalani pidananya di Lapas Lahat karena sulit bagi
Orangtua Anak untuk menjenguk”Anaknya“mengingat waktu dan tempatnya
yang berjauhan dan Orangtua Anak berjanji akan membina anak- anaknya
dengan baik:nantinya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana “Perbuatan
Persetubuhan terhadap Anak-anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh)
bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah
tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 Subsidiair 1 (satu) bulan



Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam ;

- 1 (satu) Helai celana tidur warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua
ribu rupiah),-

Menimbang, setelah mendengar Permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya
yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon
keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak

mengakui terus terang perbuatannya, serta Anak menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Anak yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada. tuntutannya, serta Anak menyatakan tetap pada

permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa
berdasarkan surat dakwaan ngmor PDM>=17/Lt/Eku.2 /AnakrL2/2022 tanggal 14 Desember
2022 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa atas nama Anak , Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022
sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022
bertempat di Kosan HPL yang beralamat di JI. Demang Kenasin, Kel. Bandar Agung, Kec.
Lahat'atau'setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu’yang masih'‘termasuk daerahhukum
Pengadilan Negeri Lahat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak
Korban (umur 17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di rumah Orang Tuanya
yaitu Saksi 1 selaku Ayah Kandungnya, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi
menuju Kontrakan milik Anak Saksi 2. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak
Saksi 1 langsung masuk kedalam Kontrakan Anak Saksi 2. Dan ketika di dalam Anak
Korban dan Anak Saksi 1 melihat Anak , Anak 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara
Terpisah), dan Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) ;



Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan
Anak Korban bersama Anak , Anak 2, dan Saksi 2 di kontrakan tersebut, tidak lama
kemudian Anak , Anak 2, dan Saksi 2 keluar kontrakan, namun Anak 2 kembali masuk
kedalam kontrakan, setelah masuk Anak 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga
Anak 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan
lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan”,
namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung
menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas
kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2
mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara paksa celana dan

celana dalam Anak Korban.

setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian
Anak 2 Menarik dan ‘membuka paksa Baju, Pakaian Dalam, dan Jilbab Anak Korban,
setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina)
Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit,
setelah Cairan Putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya
kemudian Anak Korban pun memakal pakaiannya, Ketika Anak Korban mau keluar
Kontrakan tibattiba, Anak -2 iméadorong ‘Anak-Korpban, dengan-kgatsappai Anak Korban

terjatuh setelah,jtu.Anak.2 keluar kontrakan dan masuklah.Anak,

Bahwa setelah Anak masuk, kemudian Anak mendekati dan mengangkat Anak
Korban untuk dibawa keatas/kasur; setelah Anak Kerban'berada di atas kasur, kemudian
Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak
melepaskan-celanadancelana dalamnya; setelah'itu/Anak: langsung melepaskan-Celana
dan Baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan Alat Kelaminnya (Penis)
kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10
(sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak
berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya,
tetapi Anak Korban tidak mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya

atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

Bahwa setelah itu Anak Korban terjatuh dari kasur dan melihat Anak keluar dari
kamar kontrakan, dan secara bersamaan juga masuklah Saksi 2 kedalam kamar kontrakan
tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat
tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi 2 membuka celana

dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah



terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar
Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap
mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat
kelamin (Vagina) Anak Korban dan mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh)
menit, dan tidak lama kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya,
namun Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih (sperma).
Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur. Tidak lama
kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pulang kembali kekontrakan dan beristirahat
tidur bersama-sama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Korban, Anak , Anak 2,
dan Saksi 2 ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 04.00
WIB ketika Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Korban, Anak , dan Saksi 2, tiba-tiba Anak
2 membangunkan Anak Korban dari tidurnya untuk mengajak berhubungan intim,
kemudian Anak 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka paksa celana
dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak 2 pun memasukkan alat kelaminnya
(Penis) kedalam alat kelamin (\VVagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 4
(empat) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Anak 2. Pada saat itu
Anak Korban menangis hamuh“Anak Saksi 2,“Anak\Saksi 1, /Andk’,ldan’ $aksi 2 tidak ada

yang terhangun;

Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang
kembali kerumahnya, namun Anak Saksi* 1 mengatakan'jika akan pulang kembali pada
keesokan harinya, sedangkan Anak Saksi 2, Anak , Anak 2 dan Saksi 2 tidak ada yang
mau:mengantarkannya:»Kemudian'keesokan harinya:Anak Korban-dan' Anak'Saksi 1
diantar pulang Anak Saksi 2, Anak , Anak 2 dan Saksi 2

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor
445/139/RSUD/X1/2022/RAHASIA tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum
Daerah Lahat atas nama Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. EDY
KURNIAWAN, SpOG selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan antara lain

sebagai berikut :
Pada Pemeriksaan Umum :
Kepala : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan



Mulut : Tidak ada kelainan
Dagu : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Rambut ketiak baru mulai tumbuh, Payudara sedang berkembang.
Perut : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Tangan : Tidak ada kelainan
Kaki : Tidak ada kelainan
Pada Pemeriksaan Khusus :

Kelamin : Rambut Kemaluan Mulai Tumbuh-dan Luka Robek Baru pada selaput

dara pada posisi jam 9 dan jam 5
Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeniksaampada searang Perempuan atas nama-Anaky Korban Umur 17
(Tujuh Belas) Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda- tanda Korban Masih

Remaja, Luka/Robek pada Selaput Dara,.diduga thsebabkan traumatumpul;

Perbuatan Terdakwa atas nama Anak isebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan. Peraturan,Remerintah,RPengganti;Undang-undang, Nomor,1 ;Tahun.2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat

Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Anak Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan

keterangan yang diberikan sudah benar;



Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara

persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak
Korban;

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29
Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang
beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 16.00
WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di rumah orang tuanya
yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung,
Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan
Anak Saksi 1 pergr berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda
motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian
Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak
Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan
tdengan YAnak> S Anak/\ Saksi €21 (Dilakukan| Penuntutan| Bekas Perkara
Terpisah), dan saksi Saksi 2. (Dilakukan Penuntutap. Berkas Perkara
Terpisah). “Tidak" lama kemudian” Anak ‘Saksi*3 dan“Anak*Saksi 1 pergi
meninggalkan JAnak. Korbah betsamalAnak )Anak Saksi 2, dan saksi Saksi
2 di kontrakan tersebut;

Bahwao. Anak:dorban.dan=Anak cbeserta:Anak Saksini2ss.dan saksiuiSaksi-i2

mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam
kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam
kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah
masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi
2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2
mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya
"kenapa lampu dimatikan”, namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian
Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan
kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian

menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2



mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara
paksa celana dan celana dalam Anak Korban, setelah terlepas Anak 2 juga
melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 menarik dan
membuka paksa baju, pakaian dalam, dan lilbab Anak Korban, setelah itu
Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin
(Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira
9 (sembilan) menit, setelah cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan
Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai
pakaiannya, ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2
mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah

itu Anak 2 keluar dari dalam kontrakan dan masuklah Anak ;

Bahwa setelah Anak 2 berhubungan badan dengan Anak Korban, masuklah
Anak dengan tidak ' memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati
dan mengangkat Anak Korban untuk-dibawa keatas kasur, setelah Anak
Korban berada di atas-kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak
Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana
pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana
dantbaju, Anak Kaerban /setelah‘terlepas\Ahak menmiasukkan alat kelaminnya
(Penis), kedalam-alat kelamin (\Vagina) Anak Korban.secara keluar masuk
selama‘sekira: 10" (sepuluh) menit dengan‘posisi-tubuh-“Anak Korban berada
di bawah sedangkan Anak berada di atas) tidak lama kemudian Anak
memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak
mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak

dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

Bahwa setelah Anak akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban
masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi 2 kedalam kamar
kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan
langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas
kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga
membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah terbuka kemudian
Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar
Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan
juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat

kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan



mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama
kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun
Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih
(sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir

kasur;

Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2
Anugreah tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang
kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi 1
Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan

Saksi 2 Anugreah serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;

Bahwa setelah dibujuk dan mengobrol dikontrakan tersebut, Anak Korban
dihibur untuk diajak Anak Saksi 1, Anak 2, Anak dan Saksi 2 Anugreah
serta Anak Saksi 3 pergi jalan-jalan ke pasar kota Lahat serta taman
benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat;

Bahwa setelah dari benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat,
Anak Korban beserta Anak Saksi 1 dan teman-teman nya pulang kembali
kekentrakan. tidur, hersamassama dengan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2, dan
Saksi 2;

Bahwa ke esok harinya pada hari Minggu pukul 16.00 WIB, Anak Korban
mengajak Anak Saksi 1' untuk‘ptlang-kembali kerumahnya, namun Anak
Saksi 1 mengatakan jika akan pulang kembali pada keesokan harinya,
sedangkanrAnak Saksii3;-Anak jiAnaki2-dan Saksii2tidak adayang:mau
mengantarkannya. Kemudian keesokan harinya Anak Korban dan Anak
Saksi 1 diantar pulang Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi 2;

Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan hari Senin siang
Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah Nenek Anak Korban
terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah
Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-ramai, Anak Korban dan
Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;

Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum
menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2

dikarenakan merasa takut dan trauma;



- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak,
Anak 2 dan Saksi 2 setelah beberapa waktu kemudian kepada Ibu, Ayah
serta Bibi Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami sakit

dan nyeri pada alat kelaminya;
- Bahwa Anak Korban saat ini duduk di kelas XI (kelas 2 SMA);

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi 1 dan sosial media
(facebook) dan antara Anak Korban serta Anak tidak terjalin hubungan

pacaran;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan

membenarkan;

2. Wanto Bin Jamiludin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Babwa_ Saksi _sudah, pernah memberikan keterangan_di _Penyidik dan

keterangan'yang diberikan-sudah benar;

- Bahwa Saksii mengertiv idihadirkan. dif\persidangan terkait perkara
persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Kandung Saksi
(AnakiSaksi-Karban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari keterangan
Anak Korban;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut jika
Anak Korban dilakukan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29
Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kontrakan HPL yang
beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak,
Anak 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2

(Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah);



Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Korban kepada Saksi persetubuhan
tersebut awalnya terjadi ketika Anak 2menyuruh sdri Anak Saksi 1 untuk
menjemput Anak Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku
Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat
Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi
berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju
kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan
Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di
dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak , Anak
Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2
(Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian
Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama
Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;

Bahwa cerita dari Anak Korban jika Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi
Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diawali sekitar pukul 20.30 WIB
Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan saksi
SaksI'2 Keluar dari dalam-Kontrakan tersebut.” Lalu-Anak*2 kembali masuk
Kedalam-kantrakan, /Setelahi-masuk’ Anak SakSi,2 menguhci (pintu kamar
kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar
tersebut, setelah itt-Anak*2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian
Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan”, namun Anak 2 hanya
diam:'saja,~kemudianAnak <2 ‘mendekati ‘Anak-Korban' danilangsung
menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak
Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka
celananya, kemudian Anak 2 mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2
kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban,
setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya.
Kemudian Anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam, dan
lilbab Anak Korban, setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya
(Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban dengan
menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah
cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya

kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, ketika Anak Korban



mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2 mendorong Anak Korban dengan
kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Anak 2 keluar dari dalam

kontrakan dan masuklah Anak ;

Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, setelah Anak 2 berhubungan
badan dengan Anak Korban, masuklah Anak dengan tidak memakai baju
hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban
untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur,
kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya
dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya,
setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban,
setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat
kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10
(sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah
sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai
kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui
Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak

Korban juga memakai kembali pakaiannya;

Bahwa' setelah* ‘Anak ‘akan keluar”darr kamar—kontrakan, Anak Korban
masih /ditlalam kontrakan. Kemudianiymasuklah Saksi 12 lkedalam kamar
kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan
langsung mengangkat tubuh Anak Kerban ‘ke atas kasur, setelah di atas
kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga
membuka-secara paksarpakaianAnakKorbang setelah:terbuka' kemudian
Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar
Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan
juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat
kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan
mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama
kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun
Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih
(sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir

kasur;

Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2
Anugreah tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang



kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi 1
Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan
Saksi 2 Anugreah serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;

Bahwa pada hari Minggu, Saksi mencari keberadaan Anak Korban.
Dikarenakan Anak Korban mengatakan hanya 1 (satu) malam peergi tidur
dirumah Anak Saksi 1;

Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan Saksi mencari serta
menghubungi teman Anak Korban dan Anak Saksi 1 tapi tidak ada info.
Pada hari Senin siang Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah
Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak
Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-
ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak

Korban;

Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum
menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2

dikarenakan merasa takut dan trauma;

Bahwa' Anak ‘Korban' baru-meénceritakan’ kejadian persetubuhan oleh Anak,
Anak 2-dan\Saksi 2/setelan-beberapaiwakiu kemudian' kepada Saksi dan
Ibu, serta Bibi Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami sakit

dan nyeri pada alat kelaminya;
Bahwa Anak Korban saat ini duduk di kelas XI (kelas 2 SMA);

Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi 1 dan sosial media
(facebook) dan antara Anak Korban serta Anak tidak terjalin hubungan

pacaran;

Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan

membenarkan;



3. lliawati Bin Amirudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan
keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara
persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Kandung Saksi
(Anak Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari keterangan
Anak Korban;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut jika
Anak Korban dilakukan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29
Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kontrakan HPL yang
beralamat di-Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak,
Anak|2 (Dilakukan RenuntutaniBekas Rerkara Terpisah),ydan saksi Saksi 2

(Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Korban kepada Saksi persetubuhan
tersebut awalnya terjadi'ketika ‘Ahak!2-menyuruh sdri Anak Saksi 1 untuk
menjemput Anak Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku
Ayahikandungi/Anak-Korbanidi :Desa-Tanjung:Kurung; -Kecamatan:Tebat
Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi
berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju
kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan
Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di
dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak , Anak
Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2
(Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian
Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama
Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;

- Bahwa cerita dari Anak Korban jika Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi

Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;



Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diawali sekitar pukul 20.30 WIB
Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan saksi
Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk
kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar
kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar
tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian
Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan”, namun Anak 2 hanya
diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung
menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak
Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka
celananya, kemudian Anak 2 mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2
kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban,
setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya.
Kemudian-Anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam, dan
lilbab “Anak Korban,. setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya
(Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban dengan
menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah
cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya
kemudian ‘Anak-Korban' ‘pun’ memakai® pakalannya, ketika Anak Korban
mau ketdar Kantrakan tiba-tiha Anak'2 mendorong Anaki Karban dengan
kuat sampai Anak Korban_terjatuh setelah itu Anak 2 keluar dari dalam
kontrakan dan/mastklah'Anak ;

Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, setelah Anak 2 berhubungan
badan dengan Anak Korban, masuklah Anak dengan tidak memakai baju
hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban
untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur,
kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya
dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya,
setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban,
setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat
kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10
(sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah
sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai
kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui



Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak

Korban juga memakai kembali pakaiannya;

Bahwa setelah Anak akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban
masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi 2 kedalam kamar
kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan
langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas
kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga
membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah terbuka kemudian
Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar
Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan
juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat
kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan
mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama
kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun
Anak. Korban tidak mengetahui »Saksi 2 mengeluarkan cairan putih
(sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir

kasur;

Bahwa, setelah ‘Anak Korban ‘disetubuhi‘oleh “Anak,-Anak 2 dan Saksi 2
Anugreah tidak lamaikemudianiAnakiSaksi 3wdan’ Anak} Saksii 1 pulang
kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi

Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan
Saksi 2 Anugreah serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;

Bahwa pada hari Minggu, Saksi mencari keberadaan Anak Korban.
Dikarenakan Anak Korban mengatakan hanya 1 (satu) malam peergi tidur
dirumah Anak Saksi 1;

Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan Saksi mencari serta
menghubungi teman Anak Korban dan Anak Saksi 1 tapi tidak ada info.
Pada hari Senin siang Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah
Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak
Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-
ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak
Korban;



- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum
menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2

dikarenakan merasa takut dan trauma;

- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak,
Anak 2 dan Saksi 2 setelah beberapa waktu kemudian kepada Saksi dan
Ibu, serta Bibi Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami sakit

dan nyeri pada alat kelaminya;
- Bahwa Anak Korban saat ini duduk di kelas XI (kelas 2 SMA);

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi 1 dan sosial media
(facebook) dan antara Anak Korban serta Anak tidak terjalin hubungan

pacaran;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan

membenarkan;
4. Saksl 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya’'menerangkan-sebagal berikut:

- Bahwa Saksi|sudah pernah memberikan \keterangan di Penyidik dan

keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara

persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi bersama Anak;

- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak

Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29
Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang
beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam16.00
WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di rumah orang tuanya



yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung,
Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan
Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda
motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian
Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak
Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan
dengan Anak , Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara
Terpisah), dan Saksi. Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1
pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak , Anak Saksi 2, dan Saksi
di kontrakan tersebut;

Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak 2, dan Saksi mengobrol dan

makan malam di kontrakan tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam
kontrakan dan Anak ; Anak Saksi 2, dan Saksi keluar dari dalam kontrakan
tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk
Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan
Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2
mematikan—lampu* Kamar-kontrakan, ' kemudian “Anak *Korban bertanya
"kenapa-lampu dimatikan”-namunn Anak 2 hanya diam)saja, kemudian
Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan
kanan Anak Korban“dan ‘'membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian
menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2
mengatakan: 'Diam:'Saja"; selanjutnya/Anak 2'kembali-membuka'secara
paksa celana dan celana dalam Anak Korban, setelah terlepas Anak 2 juga
melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 menarik dan
membuka paksa baju, pakaian dalam, dan jilbab Anak Korban, setelah itu
Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin
(Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira
9 (sembilan) menit, setelah cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan
Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai
pakaiannya, ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2
mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah

itu Anak 2 keluar dari dalam kontrakan dan masuklah Anak ;



Bahwa setelah Anak 2 berhubungan badan dengan Anak Korban, masuklah
Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati
dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak
Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak
Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana
pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana
dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya
(Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk
selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada
di bawah sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak
memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak
mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak

dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

Bahwa setelah Anak:akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban
masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi kedalam kamar
kontrakan tersebut, setelah Saksi masuk kemudian Saksi mendekati dan
langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas
kastir] kemudiansSaksi/\membaka célana dan lcelana- dalamnya dan juga
membuka secara, paksa pakaian, Apak Kerban.-setelah terbuka, kemudian
Anak Korban méngeldarkan suara berisik-sehingga ‘Saksi“menampar Anak
Korban sebanyak . (satu)|kali-menggunakan tangan kanannya dan juga
membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi memasukkan alat
kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan
mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit dan
mengeluarkan cairan putih (sperma) dikasur sebelah Anak Korban. Setelah
itu Saksi mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur;

Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Saksi, Anak 2 dan Anak tidak
lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali
kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi 1. Lalu
Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan Saksi

serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;

Bahwa setelah dibujuk dan mengobrol dikontrakan tersebut, Anak Korban
dihibur untuk diajak Anak Saksi 1, Anak 2, Anak dan Saksi 2 Anugreah



serta Anak Saksi 3 pergi jalan-jalan ke pasar kota Lahat serta taman

benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat;

- Bahwa setelah dari benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat,
Anak Korban beserta Anak Saksi 1 dan teman-teman nya pulang kembali
kekontrakan tidur bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2, dan
Saksi;

- Bahwa ke esok harinya pada hari Minggu pukul 16.00 WIB, Anak Korban
mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang kembali kerumahnya, namun Anak
Saksi 1 mengatakan jika akan pulang kembali pada keesokan harinya,
sedangkan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi tidak ada yang mau
mengantarkannya. Kemudian keesokan harinya Anak Korban dan Anak
Saksi 1 diantar pulang Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi;

- Bahwa Anak korban-tidak sekolah pada hari Senin dan hari Senin siang
Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah Nenek Anak Korban
terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah
Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-ramai, Anak Korban dan
Anak|Saksi-1 akan dimarahi olél AyahlAnak\Korhan;

-1 Bahwa-setelahk Anaky Korban! pulang\kerumahioya, Anaki Korban belum
menceritakan ~kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi

dikarenakan merasa-takut'dan tradma

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban saat ini duduk di kelas berapa

di sekolahan;

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dari Anak Saksi 1 dan sosial media
(facebook) dan antara Saksi dengan Anak Korban tidak terjalin hubungan

pacaran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Anak sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang

diberikan sudah benar;

Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara
persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi Korban
(Anak Korban);

Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober
2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di
Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat,

Kabupaten Lahat;
Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari Anak Saksi 1 dan Anak 2;

Bahwa Anak baru bertemu dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali
pertemuan ketika sore hari sebelum persetubuhan tersebut terjadi;

Bahwa awal mula persetubuhan tersebut terjadi adalah saat Anak Korban
dijemput oleh Anak Saksi 1 di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat
Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi
berangkat’ [Kelokata |Lahat. dengan Amengenddrai” sepédal motor menuju
kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian-Anak Korban dan
Anak Saksi 1 langsung masuk*kedalam kentrakan'Anak"Saksi*3¢{ Ketika di
dalam Anak Korban dan /Anak)Saksi' 1 bBerkenalan dengan Anak, Anak
Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2
(Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian
Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama
Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;

Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2

mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam
kontrakan dan Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam
kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah
masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi
2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa

yang dilakukan Anak Korban bersama Anak Saksi 2;



Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit didalam kamar, Anak Saksi 2 keluar dari
dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian masuklah Anak dengan tidak
memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat
Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di
atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup
mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana
dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak
Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis)
kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama
sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di
bawah sedangkan Anak berada di atas, Anak mengeluarkan cairan putih
(sperma) miliknya dibagian luar tubuh Anak Korban. Tidak lama kemudian
Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Anak Korban juga

memakal kembali pakaiannya ;

Bahawa setelah Anak keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut, Lalu
saksi Saksi 2 masuk kedalam kontrakan, setelah masuk. Saksi 2 mengunci
pintu kamar kontrakan sehingga Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam
kamar ftersebut? Anak tidak, taht,apa/yang ditakukan Anak [Korban bersama
Saksi 2;

Bahwa setelah terjadi persetubuhan kepada Anak Korban, Anak bersama
Anak Korban,' Anak: Saksi*2 serta saksi Saksi 2 mengobrol di kontrakan
tersebut sambil menunggu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali

kekontrakan;

Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak
Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi keluar kekontrakan dengan mengendarai
sepeda motor menuju kota Lahat dan Benteng kota Lahat, serta sempat

berfoto bersama dengan Anak Korban;

Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan cara mencekik

dan memukul;

Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan putih (sperma) dikasur sebelah
tubuh Anak Korban;



- Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak
Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pada hari Senin keesokan harinya mengantar
Anak Korban kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru
diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di
antar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh
Ayah Anak Korban;

- Bahwa Anak saat ini masih sekolah dan duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa saat ini Anak diliburkan sementara dari sekolahnya;

- Bahwa Anak mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwasetelah diberikan kesempatan oleh Hakim, Anak tidak

mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :
445/139/RSUD/X1/2022/Rahasia tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum
Daerah Lahat atas nama Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Edy

Kurniawan, Sppﬁﬁelzﬂéup?gtq F@fme{ﬂgsa]dgnpa‘n\lﬂsil H’?\nﬁﬁ@}ﬂtara lain sebagai

berikut :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pada Pemeriksaan Umum : ) o
! EMBER
Kepala : Tidak ada kelainan

aigiikdidung s Tidak ada.kelainanis vinkhasacia  digilib.uinkhas.acid  digilib.uinkhas.acid  digilib.uinkhas.ac.i
- Mulut : Tidak ada kelainan

- Dagu : Tidak ada kelainan

- Leher : Tidak ada kelainan

- Dada : Rambut ketiak baru mulai tumbuh, Payudara sedang berkembang.

- Perut : Tidak ada kelainan

- Punggung : Tidak ada kelainan

- Tangan : Tidak ada kelainan



- Kaki : Tidak ada kelainan
Pada Pemeriksaan Khusus :

- Kelamin : Rambut Kemaluan Mulai Tumbuh dan Luka Robek Baru pada selaput

dara pada posisi jam 9 dan jam 5.

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan pada seorang Perempuan atas nama Anak Korban Umur 17
(Tujuh Belas) Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda- tanda Korban Masih
Remaja, Luka Robek pada Selaput Dara, diduga disebabkan trauma tumpul,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:
-1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai celana tidur warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan
secara sah menurug hukum dan setelahrditeliti©leh Hakim, kemudian diperlihatkan kepada
saksi-saksi_dan Anak, yang ternyata telah mengenali_dan membenarkan barang bukti

tersebut,‘sehingga’keberadaannya dapatditerima‘sebagai‘barang’bukti‘dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa |berdasarkan ! alat Jbukti. dan\barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB
bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin,
Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Anak
Korban telah disetubuhi oleh Anak ;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober
2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di
Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat,

Kabupaten Lahat;

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari Anak Saksi 1 dan Anak 2;



Bahwa Anak baru bertemu dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali

pertemuan ketika sore hari sebelum persetubuhan tersebut terjadi;

Bahwa awal mula persetubuhan tersebut terjadi adalah saat Anak Korban
dijemput oleh Anak Saksi 1 di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat
Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi
berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju
kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan
Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di
dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak, Anak
Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan Saksi 2
(Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian
Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama
Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;

Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2

mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam
kontrakan' dan?Anak] 'Anak Saksi 2/\dan| saksi-Saksi-2 keéluar dari dalam
kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk-kedalam kontrakan, setelah
masuk Anak ‘Saksi 2' mengunci pintd kamar kontrakan‘sehingga-Anak Saksi
2 dan Anak Kbrban.'berdua di dalam-kamap tersebut. Anak tidak tahu apa
yang dilakukan Anak Korban bersama Anak Saksi 2;

Bahwarsekitar- 10 (sepuluh) menit.didalam:kamar;Anak-Saksi 2 ikeluar:dari
dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian masuklah Anak dengan tidak
memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat
Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di
atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup
mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana
dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak
Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis)
kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama
sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di
bawah sedangkan Anak berada di atas, Anak mengeluarkan cairan putih

(sperma) miliknya dibagian luar tubuh Anak Korban. Tidak lama kemudian



Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Anak Korban juga

memakai kembali pakaiannya ;

Bahawa setelah Anak keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut, Lalu
saksi Saksi 2 masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Saksi 2 mengunci
pintu kamar kontrakan sehingga Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam
kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban bersama
Saksi 2;

Bahwa setelah terjadi persetubuhan kepada Anak Korban, Anak bersama
Anak Korban, Anak Saksi 2 serta saksi Saksi 2 mengobrol di kontrakan
tersebut sambil menunggu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali

kekontrakan:;

Bahwa ‘Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak
Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi keluar kekontrakan dengan mengendarai
sepeda motor menuju kota Lahat dan Benteng kota Lahat, serta sempat

berfoto bersama dengan Anak Korban;

Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan cara mencekik

dan memukul}

Bahwa' Anak ada mengeluarkan¥ cairan“-putih-(sperma)“dikasdr sebelah
tubuh Anak Karban;

Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak
Sakst i3 dan.-AnakiSaksind -padaihari-Senin: keesokan:harinya.imengantar
Anak Korban kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru
diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di
antar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh
Ayah Anak Korban;

Bahwa berdasarkan  Visum Et Repertum
445/139/RSUD/X1/2022/Rahasia, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Edy Kurniawan, SpOG, tertanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit
Umum Daerah Lahat atas nama Anak Korban selaput dara Anak Korban
tidak utuh;



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini
maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat
dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah

termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan

kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang
Republik Indonesia. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang unsurnya

adalah sebagai berikut:
1) Setiap Orang

2) Melakukan Kekerasan dfau apcaman? Kekerasdn? memaksa Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang;iisbahwa-.isterhadap:i-unsur-unsur.«»tersebut; > Majeliss Hakim:n.akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:ntang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah
siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat
dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat
jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah

subjek hukum yang bernama dengan status Anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke
persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan
dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan,

hal mana dibenarkan oleh Anak tersebut dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari identitas Anak tersebut diketahui Anak lahir pada tanggal
2 Maret 2005 yang sekarang berumur 17 (empat belas) tahun, maka dari ketentuan Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Penuntut Umum telah tepat menghadapkan Anak untuk disidangkan dalam persidangan
peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidakla terjadi kekeliruan
akan orang/error In persona yang dihadapkan sebagal anak yang berkonflik dengan

hukum yang selanjutriya disebut.anak.

Menimbang, bahwa meéngenail terbukti, ataul tidaknya, Anak ‘melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah
mempertimbangkan unsur bgrikataya,! yang ‘utama-dalam- unsur ini menurut Undang-
Undang Anak adalah orang cakap sehat jasaman rohani yang mampu bertanggung jawab

atasisegalaperbuatanyang-dilakukam olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang”

telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu
komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur

tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,



psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Anak yang akan
dibuktikan dalam unsur ini, terlebih dahulu Hakim akan membuktikan apakah benar

bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang Anak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum
berusia 18( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa hakim telah mencermati kutipan akta kelahiran Nomor
24518/2415/T/V111/2008 atas nama < Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lahat (terlampir dalam berkas perkara ini) bahwa
benar Anak Korban yang lahir pada tanggal 19 Mei 2006 masih termasuk kategori Anak
sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia

tentang Perlindungan JAnak;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya dalamiuraian fakia-fakta hukum dif persidangan
yang didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bahwa pada hari Sabtu
tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB'bertempat'di Kosan HPL yang beralamat
di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,
Anak:Korban-telah:disetubuhi oleh- Anak-daniteman-temannyan yaitu -Analk:2; Saudara

Saksi 2 (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban cara Anak dan teman-
temannya tersebut menyetubuhi Anak Korban yaitu berawal dari Anak 2 mengajak Anak
Korban untuk berkunjung atau bermain ke Kota Lahat dengan mengirim pesan whatsaapp,
lalu Anak Saksi 1 menjemput Anak Korban di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku
Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung
Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat
dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai
kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak
Saksil Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak, Anak
Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan



Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi
1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di
kontrakan tersebut. Kemudian Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan Saksi 2
mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB
Anak Korban masih di dalam kontrakan dan Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar
dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah
masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak
Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban
bersama Anak Saksi 2. Sekitar 10 (sepuluh) menit didalam kamar, Anak Saksi 2 keluar
dari dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian masuklah Anak dengan tidak memakai
baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk
dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak
menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak
melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan
celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis)
kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10
(sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak
berada di atas, Anak_mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya dibagian luar tubuh
Anak Korban. Tidak famakemudian ‘Anak memakai keémbali celana dan telana dalamnya

dan AnakéKorban juga-memakal kembali pakaiannyal;

Menimbang, bahwa pada saat Anak menyetubuhi Ahak Korban, Anak tersebut ada

mengeluarkan cairan sperma di sebelah badan Anak Korban;

Menimbang;' bahwa :berdasarkan-uraian:pertimbangan:tersebut-diatas'perbuatan
Anak yang langsung masuk kedalam kamar kontrakan HPL mengajak Anak Korban ke
kasur dengan menarik tangan Anak Korban, lalu saat di dalam kamar Anak langsung
mengajak Anak Korban kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan langsung
melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan kelaminnya
(penis) ke dalam kelamin (vagina) Anak Korban. Bahwa perbuatan persetubuhan oleh
Anak dan teman-temannya tersebut telah bersesuaian pula dengan hasil Visum et
Repertum Nomor : 445/139/RSUD/X1/2022 tanggal 22 November 2022 yang diperiksa
dan ditandatangani dr. Edy Kurniawan, SpOG,;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa benar Anak

melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara melakukan kekerasan



memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur kedua ini

telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat(1)jo Pasal
76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam  persidangan Hakim tidak menemukan suatu bukti
bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan
tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf,
sebagai alasan penghapus pidana bagi Anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan
seadilnya Anak bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 69 ayat 1 Undang-undang
Nomor 11 Tahun2012 /tentang, Sistern Reradilan Ridlana JAnak (dinyatakan bahwa Anak
hanya dapat. dijatuhi Ridana atau dikenai-Tindakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan adalah

pidana apakah yang tepat dijatuhi‘kepada’Anak-tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan
perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak

dan penghindaran pembalasan;

2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana

bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:

a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang



Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak vyaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
maksimal paling lama 15 (lima belas) tahun;

b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi
Anak;

- Pasal 70 mengenal ringannya perbuatan, keadaan pribadi
anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang

terjadi kemudian;

- Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi

Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81;

3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut

Umum sebagaimana yang telah disebutkan;
4. Pernbelatn 11 Ahdid dat Pandsitat| Ukl Anake untukdifukum
KIAT#2 i ACHMAD SIDDIQ
5. Laporan HasiI] Per}ﬂitiaMest}/araFatanII?alai Pemasyarakatan Kelas Il
Lahat dengan Nomor Register Litmas;Reg.I.B/92/2022 yang dibacakan di
per5|dangan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas Il Lahat, yang pada

digiib.uinknas.ac.1

" pokoknya merekomendasikan pidana penjar‘a di LPKA Palembang,

6. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan,
antara lain selain faktor internal yaitu pola pikir Anak yang belum bisa
berpikir panjang karena tidak tahu dampak luas dari perbuatannya, selain

itu juga dikarenakan faktor eksternal yaitu lingkungan pergaulan Anak;

7. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain

sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;



- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesopanan dan norma

kesusilaan dalam hidup bermasyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Anak bersikap sopan selama di persidangan;
- Anak belum pernah-dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

- Anak masih berstatus pelajar dan saat ini masih mengikuti
pendidikan di sekolah, dan diharapkan masih dapat berpotensi

memiliki masa depan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Hakim
berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, perlu diberikan
pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya
adalah salah dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, selain itu Hakim
berpendapat bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seperti
cara-cara yang dilakukan orang yang telah berusia dewasa, dan cara yang dilakukan Anak
tersebut sudah-'melampaui “cara * berpikir “usia’ YAnak ' Saat “int,~ ‘Kemudian dengan
memperhatikan’ ketentuan\Pasal 69, ayat (2) "Undang:undang Nomor 11 (Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia anak saat ini telah melapaui 14 (empat belas)
tahun sehingga Hakim menilai meskipun' pidana penjara merupakan upaya terakhir untuk
menghukum perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana ketentuan Pasal 81
ayati Sislundang-<undang-Nomor 11:lahun..2012:tentang.-Sistemo-Peradilan Ridana:Anak
namun Hakim memandang perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan
mengarahkannya ke hal-hal yang positif dan menjauhkan dari lingkungannya yang
memberikan dampak negatif, hal tersebut tentunya dengan harapan Anak di dalam
lembaga pemasyarakatan dapat dibina dan diberi bekal keterampilan, sehingga saat Anak
kembali di tengah masyarakat nantinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan

menjauhkan dirinya dari perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hasil litmas PK Bapas untuk Anak agar dijatuhi
hukuman pidana penjara di LPKA Palembang, Hakim berpendapat bahwa Anak tetap
dilakukan pembinaan di Lahat dengan pertimbangan akan sulit bagi Orangtua Anak untuk
menjenguk Anaknya mengingat waktu dan tempatnya yang berjauhan dan Orangtua Anak

berjanji akan membina anak- anaknya dengan baik nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana dalam
dakwaan Penuntut Umum dikumulasikan dengan pidana denda, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang
menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
pidana dendanya diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu selain dijatuhi pidana
penjara, sebagai pengganti pidana denda, Anak juga dipidana berupa pelatihan kerja yang

tempat dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan
dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
- 1(satu) helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam
-1 (satu) Helal celana tidur warna coklat;

Menimbang;-bahwa'terhadap’ seluruh-barang‘bukti tersebut-masih-diperlukan Penuntut
Umum untuk dijadikanisghagal barang bukti dalam ‘perkara“Anak 2, maka’ késeluruhan
barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai

barang bukti dalam perkara Anak2;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa
manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna
pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan
sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak
di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke
tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran
penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk
senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi

atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak yang masih sangat muda,

dan diharapkan dapat merubah diri menjadi lebih baik di kemudian hari, agar masa depan



Anak tidak menjadi sia-sia, maka patut dipertimbangkan tentang usia Anak yang masih

tergolong sangat muda tersebut demi kehidupan masa depan Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak selain menyampaikan permohonan
keringan hukuman dengan alasan-alasannya tersebut di atas, pada saat di persidangan juga
telah menyerahkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot percakapan
whatsapp, foto-foto dan video Anak dan teman-temannya bersama Anak Korban yang
Hakim pandang dapat dijadikan sebagai pendukung Penasihat Hukum dalam permohonan
keringanan hukuman bagi Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada
Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil,
memadai, manusiawi, proporsional dan sesual dengan kadar kesalahan yang telah
dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana tersebut diatas dan tidak ada permohonanan dari Anak maupun
Penasihat Hukumnya untuk dibebeskan dari-biaya perkara maka terhadap Anak patut
dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikdn, /Pasal ‘81 Ayat«(1) §o| Pasal 76N\D|-Undang-Undang Republik
Indonesia ,Nomor, 17 tahun .2016 tentang Penetapan .Peraturan ,Pemerintah- Pengganti
Undang-undang‘Nombor*1‘ tahun' 2016 tentang Perubahan-Kedta’ Undang-undang, Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2002 [Tentang!Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan

persetubuhan” sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang warna hitam;
1 (satu) Helai celana panjang kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam
perkara Anak 2;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Muhamad
Chozin Abu Sait, S.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Abby Habibullah, S.H., Penuntut
Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi Penasihat
Hukumnya serta didampingi orang tua Anak;
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